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PERATURAM DIREKS! PT PELINDO MLULTI TERKIMAL
MOMOR : SR.00 0 f2847 3/ ALTR /e SPLar - 29

TENTANG

FEDOMAM GOCOD CORPORATE GOVERMANCE
DI LINGEUNGAN PT PELINDD MULTI TERMINAL

DIREKS| PT PELINDO MLULTI TERMINAL

Manimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menter Megara Badan Usaha
Milik Megara Momor: PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang
Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Megara, maka dalam pelaksanaannyva periu dilakukan pembaharsan pada
Pedoman Penerapan Praktk Tata Kelola Perusahaan yang Baik {Good
Corporate Governance} di Ungkungan PT Pelindo Multi Terminal;

b. bahwa dalam rangka ménerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik /Good
Corporate  Governance) perlu  diatur kembali Pedoman Tentang Good
Corporate Governance di Lingkungan PT Pelindo Multi Tarminal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
hurut b di atas, maka dipandang peru manatapkan Peraturan Direksi Tantang
Padoman Good Corporates Govamanee PT Palindo Multl Tarminal,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tantang
Perserpan Terbatas,;

2, Undang-Undang Momor 17 Tahun 2008 tentang Pelavaran;

3. Undang-Undang MNomor 8 Tabun 2023 tentang Penetapan Pesaturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2022 entang Clpla
Harja menjadi Undang-Lindang;

4. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pubdik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 25 Movember 2016 tentang
Ferubahan atas Undang-Undang Momor 11 Tahun 2008 tanggal 21 Aprd 2008
tertang Informasi dan Transaksl Elektroni;
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6. Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2000 tentang Kepelabuhanan
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemerintabh Momor 84 Tahun
2015 fentang Perubahan Afas Perafuran Pemerintah Nomor §1 Tahun 2008
tentang Kepelabuhanan;

T. Peraturan Pemerintah Momor 31 Tahwen 2021 tentang Penyvalanggarasn
Bidang Pelayvaran,

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Miik MNegara Republik Indonesia Momor:
PER-1/MBU03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus
dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Ungkungan Badan Usaha Milik
Nagara;

9, Paratwan kenteri Badan Usaha Miik MNegara Republik Indonesia Momor:
PER-2/MBU03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola
dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMMN;

10. Paraturan Menter Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
PER-3/MBLI/03,/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Millk Negara:

11, Akta Pendirian PT Pelindo Multi Terminal Nomor 19 tanggal 29 Saptember
2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Manda Fauz bvan, 5. H,, M.Kn,, Notarks
di Jakarta Selatan yvang telah mendapatkan persetujuan Menter Hubum dan
Hak Asasi Manusia Fepublis Indonaesia berdasarkan Keputusan Nomor AHLU-
O061301.AH.01.01. TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 temtang
Pangesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Mult
Terminal sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir dengan Akia
Pamyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umom
Pemegang Saham Perserpan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Momor 14
Tanggal 12 Oktober 2022 vang dibual oleh dan dihadapan Notaris tersebut,
yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Kepulusan Momor AHU-00T3T34.AH.01.02.
Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan
Anpgaran Dasar Perserpan Terbatas PT Pelindo Multi Termimnal;

12, Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat
Umum Pemegang Sabam Perseroan Terbatas PT Pelndo Mulh Terminal
Momaor 12 Tanggal 068 Okiober 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Manda
Faur lwan, SH, M.Kn., Motars di Jakarta yang pembertabuannya telah
diterima dan dicatal dalam Sistem Adminisirasi Badan Hukum (SABH)
Kementerian Hukuem dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia berdasarkan
Surat Momor AHU-AH.01.03-0458845 tanggal 11 Oktober 2021 tentang
Penerimaaan Pemberitahuan Perubahan Dats Persercan PT Pelindo Multi
Tarminal jo. Akta Pemyalaan Kepubusan Sirkuler Para Pemegang Saham di
Luar Rapat Umum Pemegang Saham Persercan Terbatas PT Pelindo Mutt
Terminal Momor 13 Tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oseh dan di hadapan
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Manda Fauz Iwan, S5.H., M.EKn, MNotans di Jakarta GSelatan yang
pemberitahuanmya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Momor AHU-AH.01.08-0102650 tanggal 21
Maret 2023 tentang Penermaan Pemberitahuan Perubahan Data Persercan
PT Pelindo Multi Terminal jo. Akta Permyataan Keputusan Sirkuler Para
Pemeagang Saham Saham di Luar Rapat Unum Pemegang Saham Parseroan
Terbatas PT Palindo Muli Terminal Momor OB Tanggal 16 Movamber 2023
yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz hwan, S H., MEn., Motars di
Jakarta Selatan yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Adminigtrasi Badan Hukum [(SABH) Kemeanternan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Momor AHU-AH.01.09-
0166768 tanggal 20 November 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan
Parubahan Data Perseraan PT Palindo Mulli Tarminal;

13. Paraluran Dbz PT Pelindo Muilti Tesrrmenal Moo
OT.07.03,/20/7/1 /PS0S/DIRU/PLMT-23 tanggal 20 Juli 2023 tentang Susunan
Organisas dan Tata Kelola PT Pelindo Multi Terminal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DIREKS! TENTANG PEDOMAN GOOD CORPOAATE GOVERNANGE DI
LINGKLINGAN PT PELINDO MULTI TERMINAL.

Pasal 1

Ruang lingkup Pedoman Good Corporate Governanos (GEGE) PT Pelindo Mulli Terminal adalah panduan
wang mengarahkan prakiik bisnis yang bertenggungjawab, sehingga mamastkan pengelolasn
lingkungan kerja yang positif dan kondusil, bertanggung jawab kepada stakeholder dan komunitas serta
mencapal  kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan, Ketentuan tentang Pedoman Good
Corporate Governance (GCOG) PT Pelindo Multi Terminal diatur sebagaimana dimaksud dalam Lamipiran
Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tidek ferpisabkan dari Peraturan Direksi i yang
ditandatangani oleh Dewan Komisarks dan Direksi PT Pelindo Multi Termanal.

Pasal 2

Proses pelaksanaan Good Corpovale Governance (GCG) di Engkungan PT Pelinde Multl Terminal yang
sedany dilaksanakan sebelum beriakunya Peraturan Direksi ini dileksanakan berdasarkan ketentuan
sebelum boardakunya Peraturan Direksi ini,
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Pasal 3

Kptantuan tentang Pedoman Good Corparade Govenance (GCGE PT Pelinda Multi Terminal diatur
sebagaimana dimaksud dakam Lampiran Peratwan Direksl ink dan yang merupakan satu kesatuan dan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ind,

Pasal 4

(1) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal
Momor SK.01.01/30/1 11 /HLTK/DIRU/PLMT-21 Tanggal 30 November 2021 Tentang Pedoman
Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Balk [Good Corporale Governancey ol
Limgkungan BT Pelindc Mudti Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2] Hal-hal lain yang dipandang peru dan balum diatur dalam Peraturan Direksi inl, akan ditetapian
kemudian.

(3) Peratwran Direksi ini mulsd berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabda terdapat
kokediruan dalam penelapannya akan ditakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Medan
Pada Tanggal : 13 Febouan 1024
DIREKS] PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA

M IRAW,

Tembusan Peraturan inl disampaikan kepada Yih:

1. Dewan Komisars BT Palindo Multl Terminal;

2. Anggota Direks PT Pelindo Multi Terminal;

3. Para Senior Vice President/Setingkat di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal,
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LAMPIRAN

PERATURAN DIREKSI PT PELINDO MULT! TERMINAL
NOMOR - S0l o0 /23 /1l /i Apis /s - 24
TANGGAL - 13 Februarl Zoly

TENTANG

FEDOMAN GOOD COAPORATE GOVERNANCE
O LINGKUNGAN PT PELINDO MULTI TERMIMAL

Daftar k=i Halarman
Dafar lsi 1
Deklarasi Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelindo Multi Terminal 3
Bab I - Pendahuluan 4
&, Definisl Good Corporate Govermrance (GEG) 4
B. Latar Belakang 4
C. Tujuan Peryusunan Pedoman Good Corporale Governance b
o. Visi & Misi Perusahaan 5
E. Milai Perusahaan 5
F. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance L]
. Pengukuran Terhadap Penerapan 7
H Daftar Istilah B
Bab = Panduan Bagi Organ Perusahaan i0
A Pemegang Saham/RUPS 10
B. Denwan Komisaris 12
. Direksi 20
D. Hubungan Kerga RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi 29
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M - Panduan Bagi Direksi 30
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan 30
Angoatan Perusahaan [RKAP)

Sistem Pengawasan intermal a1
Manapemen Risiko 34
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi a7
Pengebolagn Sumber Daya Manusia 38
Pangelolaan dan Katerbukaan Informasi 38

IV - Panduan Bagl Korporat 43
Kabijakan Perindungan Kraditur a3
Board Marnual 44
Pedoman Kode Etik Bisnis 45
Tanggung Jawab Sosial dan Uingkungan Persercan 45
Lingkungan, Kesalamatan dan Kesehatan Kerja 46
Pengelolaan Anak Perusahaan 48
Pangelolaan Hubungan dengan Pamangku Kepantingan 50
Laparan Harla dan Kekayaan Pegabat Megara 53
Winstigbiowing System 54
Anti Kecurangan (Faud) 54
Benturan Kepentingan 55

V - Penutup 56
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KOMISARIS DAN DIREKS]
PT PELINDO MULT! TERMINAL

Direks dan Dewan Kemizsarts mamilil komitmen yeng tnggl terhadap panarapan Godod Corporals Cossrmanos dalam
roanjilasnian kegiatan Perseron, Direhsi dan Dewan Komisaris FT Pelinde Mullh Terminal berkomitrmen mengdEkan:

i

Pedaman Goog Corporate Govermance PT Palindo M Termingl,

Pedoman Implementas Setem Managmen Antl Penyuapan (SMAF);

Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi | Searg’ Manua) Pelnco Mulli Terminad;
Padoman Koda Elik Bietis FT Pelinda Mulll Terminal,

Pedoman Pengendaliin Gratdikasi PT Pelinda Mull Tesminat,

Pedoman Wivsiabioedng Setam FT Pelindg Mul Terminal, dan

Pedoman Banfuran Kepenlingan Pelindo Mulll Terminal.

Sebagai bentuk komitrnen dakum penerapan Good Comoaie Gowverriace Sehingga dapatl menjadi panduan kesca
bagi Direksi dan Dewan Komisarss secara terstrukiur, sistematis, mudah dipaham: dan dapat dgalankan dengan
konsisten agar lercipia tatanan pengseiciaan Parsercan yang berdasarkan Good’ Corporaile Govermancs.

Medan, 1% Felunr 2024

Sihagn

Kaomizsans ndepandsn
Thanon Aria Dewanggas
Kormigaris
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PENDAHULLIAN

DEFINISI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Tala Kebola Perusahaan vang Balk {Good Corporale Governance ), yvang selanjutnya disebut
GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasarl susiu Proses dan mekanisme  pengeiolaan
perusahaan berandaskan peraturan perundang-undangan dan elika barusaha.

2. GOG adalah saleh satu pllar dar sistem ekonomi pasar. GOG berksitan erat dengan
kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha
di suatu negara. Penerapan GOG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan ikdim
usaha yang kondusil. Dilerapkannya GCG bagi perusahaan di Indonesia sangat penting untuk
menunjang pertumbuhan dan stabiitas ekonomi vang berkesinambungan.

LATAR BELAKANG

Salah sahlu upaya unfuk meningkailkan kinera suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara
menerapkan Tata Kelola Perusahaan yvang Balk vang biasa disebul Sood Corporale Governance
{GCG), Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik {GCG) memupakan pedoman bagi seluruh
Insan Perusahaan dalam membuat kepulusan dan menjalankan flindakan dengan dilandasi moral
vang tinggi, kepatuhan kepada peraturen perundang-undangan yang beraku serta kesadaran akan
adarmya tanggung fwab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan | Sfakeholders) sacara
konsisten

Adanya pelaksanaan GCG yang konsisten mesmungkinkan pertumbuhan dan rékam jejak | frack
record) yang baik dan berkesmambungan untuk jangka panjang. Sebush parusahaan yang tatah
melaksanakan GCG akan meamilki pandangan jangka paniang dakam meanginiegrasikan pangalolaan
risiko, kepatuhan dan pengawasan intarn dengan tanggung jewab lingkungan dan sosial dalam
menemukan peluang-peluang dan mengalokasikan modal untuk memberikan manfast yang terbaik
bagi saluruh Pemangku Kepantingan,

GCG akan mengarahkan praktik bisnes vang bertanggungiawab, sehingga memastikan pangalolazn
lingkungan kera yvang posilif dan kondusif, beranggung jawab kepads pasar dan komunitas serta
mencapal kineda keuangan yang sehat dan berkesinambungan,

Pedoman ini memuat kata "Parusahaan” didefinisikan sebagal PT Pelindo Muttl Terminal yvang
menjalankan usaha datam bidang penyediaan jasa kepelabuhanan non petikemas. Pada beberapa
bagian juga terdapat penvaebutan “insan Penisahaan” untuk merepresentasikan “insan PT Pelindo
Multi Terminal®.

[ SVP SKTR | SVP HUKM |
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TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Tujuan penyusunan pedoman mi adakeh untuk:

1. Memaksimalkan Tata Kedols Perusahaan dengan baik, kinerg dan nikal Perusahaan bagl
Pamagang Saham metalul pelaksanaan perinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan Kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang
tngaql;

2, Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesionad, fransparan, efisien, seria
mendorong pemboerdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS),
Dewan Komisars, dan Direksi;

3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tndakan
dilandasi nikai moral yang finggi dan kepatuhan terhadap ketentuan perafuran perundang-
undangan, sera kesadaran akan adanya langgung jawab sosial terhadap pemangku
kepantingan maupun kelestaran lingkungan di sekitar Pearusahaan;

4, Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan idim yang kondust bagi parkembangan investasi nasional.

VISl & MISI PERUSAHAAN
1. Visi

Menjadi indonesia s Connecivily Chamoion
2. Misi

Sebagai Operator Terminal Multipurpose dengan Menciptakan Bkosistem yang Memberikan
Milai Tambah bagi Pemangku Kepentingan dan Bangsa,

MILAI PERLISAHAAN

Amanah ! Memegang teguh kepercayvaan yang diberikan.

Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabiliias.

Harmami ; oalng peduli dan menghargai perbedaan.

Leryal ; Berdedikasi dan Mengutamakan Kepenlingan Bangsa dan Negara.

Adaptif : Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapd
Parusahaan,

Kolaboratif ¢ Membangun Kerasama yang Sinergis,

SWP SETR | SVP HUKM

| )

L



.p PELINDO

MULTI TERMIMNAL

PRINSIP-PRINSIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam melaksanakan tegasnya, Dewan Komisars dan Direksi harus senantiasa memperhatikan
prinsip-prinsip Good' Corporale Goverriancd yang meliputi

1.

Keterbukaan [ Transparancy )

Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dan objekinvitas dalam melaksanakan proses
pengambilan  keputusan untuk  menfalankan  keglatan  usahamya,  Perusahaan  harus
mignyediakan informasi yang bersifal materil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara
yvang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. Perusahaan harus
mengamibil imsiafif wntuk mengungkapkan tidak hamya informasi yang dipersvaratkan oleh
Anggoron Dasar dan poraturan perundang-undangan yanyg berlaku, tetapi juga hal-hal yang
penting dan mampengaruhi pengambdan keputusan pera Pemangkuy Kepertingan sesuai
dengan klasfikash Informas Perusahaan,

. Akuntabilitas (Accounaomy )

Perusahaan bakara dengan akuntabilitas tingg serta meampertanggungjawabkan sagala
tindakannya secara fransparan dan wagar univk kepentingan Perusahaan sesual dengan
ketaniusan Anggaran Dasar, paraturan parundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bismnis,
dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepontingan Siakehoiders guna
mencapai kinera Perusahaan secara berkesinambungan.

Tanggung Jawab [ Resparsdniify )

Ferusahaan berpagang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap
peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang besfaku,
sarta metaksanakan Enggung Ewab sosiEl antara lain kepadulian terhadap Masyarakat dan
kelestartan ngkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membual perencanaan dan
pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Parusahaan,

Kemandirian {/ndependent )

Perugahaan dikelola secara profesional dengan menghindar benturan kepentingan serta
pEngarub/tekanan dar pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undamgan yvarg beraku dari prinsip-prinsip Korporasi yang sehat.,

Fewajaran dan Kasetaraan | FRimeass |

Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan senantlasa memperhatikan  kepentingan
berdasarkan asas kewajaran dan kesataraan.

Terparcaya | Trusioad )

Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukuengan penub dan  seluruh Pemangku
Kepentingan.

R § SWP HUKM
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PENGLIKLIRAN TERDAHAF PENERAPAN

Perugahaan wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
dalam bentuk:

1

10,

Pendlaian { sssessmen ), yaitu program untuk mengedentifikasi pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang Baix di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata
Keloks Perusahaan yang Baik yang dilaksanakan secara barkala setiap 2 [dua) tahun;

Evaluasi [ rewiew ), valtu program untuk mendeskripsiken tindak lanjut pelaksanaan dan
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusabaan yang diakukan pada tahun
berikutnya setelah pendaian sebagaimana dimaksed, yang meliputi evaluasi terhadap hasil
penilaian dan tindak Enjut stas rekomendasi perbaikan;

Sebalum pelaksanaan pendaian, didahulul dengan tindakan soslaisasi Tata Kelola Perusahaan
wang Balk pada perusahaan,

Palaksanaan pendaian pada prinsipnya dilakukan cleh pendlal [ assessor ) independen yang
ditunjuk oleh Dewan Komisarie/Dewan Peangawas malals proses sesual dengan kelentuan
pengadaan barang di perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meménia bantuan Direksi dalam
proses penunjukannya;

Apabiia dipandang lebih efekiif dan efisien, penilaian dapat dilskukan dengan menggunakan
jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Balk, yvang
penunjukannya diakukan oleh Direksl melalul peoupjukan langsung;

Polaksanaan evaluasi pada prinsipnya diakukan sendifi (S8 assessmer ), yang
palaksanaannys dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan | ssiElens’ | okeh panilai
independen atau menggunakan jasa Instansi Pamerintah yang berkompaten o bidang Tata
Kelola Perusahaan yang Balk,

Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/\parametar yang
ditetapkan oleh Kementeran BUMMN/Pemegang Saham;

Dakam hal evalsasi dilakukan dengan bantuan penilai independan atau manggunakan jasa
instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Balk, maka
penilai independen atau Instans Pemerintah yang melakykan evaluasi tidak dapat menjadi
penital pada tahun berikuinya;

Sabelum malapksanakan peniksian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dan ayal (5),
menandatangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksd yang paling sedikit memust hak
dan kewajlban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya palaksanaan,

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi ditaporkan kepada RUPS bersamaan dengan
peryampsan laporan tahunan,

[ sypSETR | SWP HUKM
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DAFTAR 1STILAH

1.

100
11,

12,

13.

Anak Perusahaan adalah Perseropan Terbeias yang sebagian besar sahammya lehih dan 50%
(Ema puluh persen) dimiiki cleh Perusahaan danfatau Persercan Terbatas yang dikendalikan
Perusahaan,

Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dar Dewan Komisaris yang mensuk kepada individu.
Anggota Direksl adalah anggota dan Dreksl yang merujuk kepada indnadi,

Audit Internal adalah adalah suatu kegiatan pombenan keyakinan [ assurance ) dan konsultas
yang bersifal independen dan obyekil, dengan tujuan wntuk meningkatkan nilal dan
memparbaiki operasional Perusahaan, melalul pendekatan yang sistematis, dengan cam
mengivaluas dan meningkatkan efekivitas manajermen rigiko, pengendalian dan proses tata
kelola Perusahaan,

Auditor Ekaternal adalah Auditor dari luar Perusahaan yang memberikan jasa audit atas Laporan

Keuangan, Laporan Kinera, Laporan Kepatuhan seria laporan lein sesual ketentuan yang
bertaku kepada Parusahaan,

Board Manual adaksh pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan
dangan tata kera Direksl dan Dewan Komisans sarta proses hubungan fungsi antam Direksi,
Dewan Komisaris dan anfara kedus Organ Perusabman tersebu,

Dewan Komisaris adalan Organ Perusahaan yvang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihal kapada Direksi Perusahaan delam menjalankan kegiatan pengurizsan
Parusahaan,

Direksi adalah organ Parusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesual dengan maksed dan tujuan
Parserpan  serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
keteniusan Anggaran Dasar,

Good Corporate Governance (GOG) adalah suatu proses dan struktur vang digunakan oleh
RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi unfuk meningkatkan keberhasdan usaha dan akurtabditas
Perusahaan gung mewujudkan nilal Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap
memparhatikan kepentingan Sakehothers l@nnya, berlandaskan peraturan  perendang-
ungdangan dan nial-nilai etika,

Induk Parusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia (Paersenn).

Insan Perusahaan adalah Dewan Komisarns, Direksi dan seluruh Pekerfa PT Pelindo Multi
Tarmminal dan instansi serta Anak Perusahaan, Perusshaan Terafiliasi, dan Perusashaan Afiliasi,

sarta pakeriaan lainméa yang secara @ngsung Dekora untuk danm atas nama Parusahaan
bardasarkan konirak kerja.

Kode Etik Bisnis adalah sekumputan komitmean yang terdirt dari Etika Profesicnal dan Elika Kerja
Insan Parusahaan yang memuat Panduan Parilaku Insan Perusahaan,

Komizars |Independen adalah anggota Dewan Komdsarles yang tdak memilik hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemillkan saham danfatau hubungan keluarga dengan anggota
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Dewan  Komsans lainnya, anggota Direksi danfatau Pemegang Saham Pengendal atau
hubungan dengan BUMMN dan/atau perusahaan kain yang bersangkutan, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Organ Pendukung Dewan Komisarns/Dewan Pengawas adalah terdiri dari Komite Audit, Karmite
Mominasi dan Remunerasi, atau nomeanklatur @in dengan fTungsi yvang sama, Sekretariat Dewan
Komisars,/Dewan Pengawas, jika diperiukan, Satlu Komite iain, jika diperiukan.

Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Pekiera adatal pekerss organik Perusahaan, pekena arganik Anak Perusahaan/Perusahaan
AfilmsiPerusahaan Terafiliasl, pekera waklu tedentu, pekera alih dava dan fenaga kera
penuiang lainnya datam hubungan kera dengan PT Pelinda Muli Tarminal,

Parusahaan dengan huruf P kapital adalsh PT Pelindo Multi Terminal, sedangkan perusahaan
dengan huruf p kacl menunjuk kepada perusahasan secara U,

, Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disingkat "RUPS") adalah organ Persaroan

yang mempunyal wewaran yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisarns dakam
batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar,

RUPS Sublioiding dan/atau Anak Perusahaan adalah organ Subiolding danfatau Anak
Perusahaen yang mempunyai wewenang yang bidak diberikan kepada Direksl atau Dewan
Komisars Subholding dan/atau Anak Perusahaan dalam batas yang ditentukan dalam Undang-
Undang Momor: 40 tahum 2007 dan/atau Anggaran Dasar Subholing dan/atau Anak
Perusahaan,

. Batuan Pengawasan Intern {SP1) adalah Unit di ingkungan Perusahaan yvang berugas uniuk

melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal, risiko dan tata kelola
Perusahaan berjglan secara afektif.

. Sekrpdaris Dawan Komisaris adalah pimpinan satuan fungsi di bawah Dewan Komisarns yvang

berfugas untuk membenkan dukungan kepada Dewan Komisars dalam melaksanakan
tugasnya.

Sekretaris Perusahaan adakah satuan fungsi strukiieral dalam organisas! Perusahaan yang
bertugas uniuk mamberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Stakehoiders adakah pihak-pinak yang berkepentingan dengan Perusahaan.

Subhpiding adalah Anak Perusahaan yang merupakan cluster beenis dar Induk Perusahaan
yang mempunyal peran wuntuk mendorong operasional melalul pengombangan dar masing-
masing bisnes,

Strategis adalah suatu hal, kondisi atau keadaan yang dapal mempengarahi nilal Perusahaan
danfatay  mempengaruhl investor untuk melakukan investasi pada Perusahaan, maupun
mempengaruhi Perusahaan kepada Anak Perusabhasan;

Whistietiowing Sysiem adalah suatu sistem yang memberikan sarana kipada para pemangku
kepantingan | Stakefmoiders) Whususnya  Ingan  Perusahaan  untuk  membuat pengaduan
mengenal penlaku tidak ebis.
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BAE 1l
PANDUAN BAG! ORGAN PERSERDAN

PEMEGANG SAHAM/RUPS

Pemegang Saham adaksh adalah orang atau badan hukum yang secara sah memilikl satu atau labih
saham pada Perusahaan. Dalam hal inl pemegang saham Perusahaan adalah PT Pelabuban
Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Sclusi.

1. Hak-Hak Pemeagang Saham

Perusahaan mefindungl dan memiasiitasi pelaksanaan hak pamegang sahampamilik modal
vang namanya tercatal dalam daftar pemegang saham/pemilik modal, yvang diantaranya:

a)
b)
c)
d)
2}

f)

gl

hj

il

Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
Hak uriuk meminta inforrmasi entang mata acara RUPS;
Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS,

Hak untuk menghadir dan membenkan suara dalam sustu RUPS, khusus bagl pemegang
saham Perusahaan, dengan ketentuan 1 {salu) saham memberd hak kepada pemegangnya
untuk mangaluarkan satu suara;

Hak unfuk mengambi keputusan tertinggi pada Perusahaan, khusus bagi pemillk modal
Parusatiaarn;

Hak wniuk memperoleh informasi materal mengenal Perusahaan, secara tepal wakiu,
tevukur dan tesratur;

Hak wntuk menarima pembagian dan ksunfungan BUMM wvang dipsruntukkan  bag
pemegang saham/pemiik modal dalam beniuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi,
sebanding dengan pjmlah sahammodal yang dimilikinga;

Hak umtuk mendapatkan perakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk
pemegang sakam minoiias;

Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Rapal Umum Pemegang Saham (AUPS)
Rapat Umum Pemeagang Saham (RUPS) terdiri dari:

aj

Rapat Umum Pemegang Sabam Tahunan (RUPS Tahunan)

1) RUPS Tahunan untuk menyvetujn Laporan Tahunan diadakan paling fambat bulan Juni
setelah panutupan tahun buku yang bersangkutan dan dalam RUPS ini Direksi

e yamgaikan;
{a) Laporan Tahunan Persercan,

10
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b} Usulan Penggunaan Laba Bersih Perserocan;

ic) Hal-hal lain yang perdu persetujuan RUPS,

2} RUPS Tahunan untuk mengesahkan Bencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS
AKAP) dileksanakan paling lambat 30 [tiga puluh) han seteiah tahiun anggaran bagalan.
Dalam peiaksanaan AUPS ini, Direksi menyamipaikan:

{a} Rancangan RBKAP wyang sudah disepakali dan dilandatangani bersama dengan
Dawan Koméesaris untuk disahkan oleh RUPS;

ib} Hal-hal lzin yang periu persetujuan RUPS.
b) Rapat Umwm Pemegang Saham Luar Biasa (AUPSLE)

1} Pemegang saham dapal mengambll keputusan o luar RUPS, dengan syaral semua
pemegang  saham  dengan hak  suara  menyvelujui | secara  tertulis  dengan
menandatangani keputusan yang dimaksud dan mempunyai kekuatan hukum mengiket
yang sama dengan kaputusan AUPS secara fisik;

2] BUPSLE dapal diadakan setiap wakiu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Fearusahaan alas parmintzan Dewan Kemisars dan/atas Pemegang Saham,;

3 Direksi wajib meanyelenggarakan AUPSLE sesuai permintaan terulis dan Dewan
Komisars atau Pemegang Saham;

4] Pemegang Saham juga dapat mengambi keputusan yvang sah dan tanpa mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang
Saham telah diber tahu secara tertuls serta menandatangani persetujuan tersebul.

Pengaturan tentang prosedur yang mamfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan
memberkan suara secara efektil di AUPS akan dialur lebih lanjut dalam dengan Peraturan
Diraksi PT Pelindo Multi Terminal.

3. Kewenangan Pemegang Saham malaiui RUPS

a) Pamegang saham mealalui RUPS harus memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan
Tata Kelola Perusahaan vang Baik;

b) Berdasarkan peraturan perundangan yang berdaku, Pemegang Saham melalii RUPS
MEmegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisars atau Direksi;

£ Tmdakan-wndakan di bawah ini mamearlukan parsetujuan RUPS yang nitai transaksinys lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan beralh Perusahaan dalam 1 (saiu)
transaks atau lebih, baik yang Derkatan Satu sama \im e epun Hoak

1) Mengalihkan kekayaan Perusahaan; atau
2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan.

11
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Parbuatan-parbuatan di bawah ini memerukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan
langgapan tertulis dan Dewan Komisaris:

1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjng;

2} Melakukan penyertaan modal dan pengurangan presentase penyertaan modal pada
perusahaan lain yang harnus disetujui oleh Pemegang Saham;

3} Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
4) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

5} Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilaliban, pemisahan dan pembubaran
anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

G} Mengikat Perusahaan sebagai penjamin { bovg atau avelis),

) Mengadakan kerasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lBans,
konirak manajemen, meny2vakan aset, Kera Sama Operasl (KS0), Bangun Guna Serah
[ Bt Operale TransfieyBOT), Bangun Milik Serah | Swi’ Own Transfisg BOwT), Bangun
Serah Guna (Bulld Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilal atau
jangka wakiu malabihi penetapan BUPS;

B) Tidak menagih lagl piutang macet yang tetah dihapusboulukan;

g1 Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dalam kondisi teftentu (hilang,
musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total lost), biaya
pemindahtanganannya lebih besar dan pada ekonomis yan  diperoleh  dan
pemindahtanganan, dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aktiva
tetap yang lain, yang anggarannya fetah ditetapkan oleh RUPS/Memer melabui
pengasakan AKAP, dan dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan
adanya program lain yang telah direncanakan RKAP,

10 Menetapkan Sfse penl organisast Perusahaan;
11) Manetapkan dan mengubah logo Perusahaan;

12) Malakukan tindakan-tintakan lain dan tindakan sabagaimana ketentuan yang dimakswd
yang belum ditetapkan dalam BKAP,

131 Membentuk yayasan, organisas dan/atau perkumpulan balk yang berkatan langsung
maupun Gdak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagl Perusahaan;

14) Fembebanan bEaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin enfuk kegiatan yayasan
organisasi dan/atay perkumpulan, balk yang berkaitan langsung maupun tlidak langsung
dengan Parusahaan;

15) Pengusulan wakll Perusahaan untuk menjadi calon anggota Deeksd dan Dewan
Homisaris pada perusahasn patungan danfatau anak perusahaan yang membarikan
kontribiesl signifikan kepada Perusahean danfatag bemilai strategis yang ditetapkan
Rapat Lmum Pamagang Saham,

1.
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16) Malakuban investasi dan pembiayaan jangka panjandg;
171 Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan.

4, Akuntabilitas Pemegang Saham

a)

o}

i)

Pemegang Saham ftidak mencampun kegiatan operasignal Perusahaan yang menjadi
tanggung jawab Direksi sasual ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan paraluran
perundang-undangan yang berlaku;

Tata Helola Perusahaan yang Baik diaksanakan oleh Pemegang Saham sesual dengan
wewenang dan tanggung wabnya;

Pamagang Saham memdiki langgung [awab untuk memantad pelaksanaan prinsip-prinsip
Gioog’ Corpovate Governance dalam proses pengelolaan Perusahaan.

B. DEWAMN KOMISARIS

Dewan Komisars adalah Organ Perusahaan yang berdugas melakukan pengawasan  dan
miemberikan nasthat kepada Direks dalam menjalanken kegiatan pengurusan Perusabhaan,

1. Persyaratan Anggota Dewan Komisarns

a)

b)

Parsyaratan Umum

Orang vang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisars adalah orang perseorangan
yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuall datam wakiu 5 (lima) ahun sebelum
pengangkatannya permah;

1) Dinyatakan paiit;

21 Menjadi anggota Direksl atau anggota Dewan Komizarnis atau anggota Dewan Pengawas

yang dinyatakan bersalah manyebablkan sustu perasertan atau Perum dinyatakan pailit;
atau

3) Dehukum karona melakukan tindak pidana yang merugikan keuvangan negara danfatau
yang berkatan dengan sekbor keuangan.

Pemanuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pemyataan yang ditandatangan
oleh calon anggota Dewan Komisarks dan sural tersebut disimpan obeh Perusahaan.

Parsyaratan lainnya

Selain memanuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga
dilaksanakan dengan mamperfembangkan persyaratan yang disfur dalam  perafuran
perundang-undangan vang beriaku,
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2. Komposisi Dewan Komisaris

a)
b}

)

d)

)

Dowsan Komisaris terdin atas 1 (satu) anggota ataw lebeh;

Dalam hal Dewan Komisars terdinl lebsh darl 1 {satu} orang angpota maka satah Seorang
anggota Dewan Komisars diangkat sebagal Komisaris Utama;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan wakiunya dengan pengangkatan
anggota Dirgksi,

Arggota Dewan Komisaris diangkal dan diberhbentikan olah RUPS;

Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikil 20% (dua puluh persen) merupakan

anggota Dewan Komisaris  Independen vyang ditetapkan dalam  keputusan
peEngangkatannya,

3. Masa Jabatan Dewan Komisars

Masa jabatan anggota Dewan Komisans ditetapkan 5 {lima] tahun dan dapat desngicat kel
untuk 1 {satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewakiu-wakiu dapat diberhantikan
berdazarkan keputusan AUPS dengan menyebutkan alasannya,

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apahbila:

a)
b)
c)
d)

Meninggal dunia;
Maza @bhatannya berakhir;
Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya,

4, Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Hak Dewan Komisaris

a)

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisars berfuges metakukan pengawasan (erhadap kebjakan pengurusan
Parusahaan, jalanma Pangurusan pada umumnya baik mengenzi Perusahsan meEuspun
ugaha Perusahaan yang dilakukan olah Direksl serta memberikan nasihatl kepada Dirolei
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan AJPP, RKAP serta harus mematuhi Ketentuean
Anggaran Dasar dan keputuzan RUPS, serta peraturan  perundang-undangan yang
dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepantingan pihak atau golongan terentu.

Calam melaksanakan pangawasan, Dewan Kormisans dilaang ikut serta dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional Perusahasn kecuali ditetapkan dalam anggaran desar
Perusahaan atau ketertuan peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan
kegiatan operasional Perusahaan cleh Dewan Komisars merupakan bagian dan tugas
pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung awab Direksl atas
pelaksanaan kepengurusan Parugahaan.
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b) Kewajiban Dewan Komissris

Dakam hubungannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Romisans
berkewajiban;
1} Bertanggung jawab dan  berwenang melakukan  pangawasan atas  kebijakan

pengunssan, jalannya pengurusan pada umumnya, balk mengenal Perusahaan maupun
usata Perusahaan dan memberikan nasihal kepada Direksi;

2y Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Parusahaan yang Baik telah diterapkan
secara efekiif dan berkelanjutan;

3] Meneliti dan menelaah serts menandatangani RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi,
sesual dengan ketentuan Anggaran Dasar Parusahaan;

4] Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai mengenai alasan Dewan
Komisaris manandatangani RJPP dan RKAP Perusahaan;

5} Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran

kepada AUPS mengenal setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan
Perusahazan;

6) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala manurunnya kinerja
Parusahaan;

71 Menelitl dan menelash laporan berkela dan laporan tehunan yang disiapkan Diraksi
serta menandatangan laporan ahunan;

By Memastikan bahwa dalam Eporan tahunan telah mamuat informasi mengena idantitas,
pakeraan utarmanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain,
termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tabun bukl yvang meliputl mpat intemeal

maupun rapat gabungan oengan Direksd, serta hongrarium, fasiias, dan/atau tunjangan
lain yang diternma dar peamusahaan yang barsangbutan;

g9) Memberkan penjelasan, pencapal dan saran kepada AUPS mengenal Laporan
Tahunan, apabila diminta;

10) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komizaris/Deawan Pengawas
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan darl RRAP,

11) Membentuk Komite Audit dan Komite lainmya (bila diperukan);
12) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
13} Membuat risalah rapat Dewan Komisans dan manyinmpan salinannya;

14) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai  kepemilikan  sahamnya  dan/atau
keluarganya pada Perusahaan ftersebul dan perusahaan lain  termasuk  selEap
perubahannya;

15) Memberikan laporan tentang tugas pangawasan yang telah diiakukan seiama tahun
buku yang baru lampau kepada BUPS;
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16) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian
nasinal, sepanmjang tdak bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan,
Anggaran Dasar, danfatau keputusan RUPS.

Wewenang Komisaris
Balam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisana berwenang untulk;

1) Malihal buku-buki, surat-sural, sera dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
keperiuan verifikasi dan lain-=lain surat barharga serta mamariksa kekayaan Perusabaan,

2) Memasukl pekerangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh Perusahaan;

3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoaian
vang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

4] Mengetahui segala keblakan can indakan yvang telah serta akan dijglankan oéeh Direksi;
5] Meminta Direks) sewakiu-wakdu untuk mamberikan nfarmasi Embahan;

&) Meminta Direksi danfatau pepbat Einnya & bawah Direks dengan sapengelahuan
Direksi untuk menghadiri rapal Dewan Komisaris;

T} Mengangkat dan memberhentikan Sekretars Dewan Kormisans, jika danggap pesi,

8) Memberhentikan sementara anggots Direbsi sesual dengan ketentuan Anggaran Dasar
i

Oy Membentuk komite-komite kEin selain Komite Awdit, jike danggap perdu dangan
memperhatikan kemampuan Perusahaan;

10) Menggunakan tenaga ahll untuk hal tertentu dan dalam jangka wakiu tertentu, jika
dianggap periu;

11) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu wnfuk jangka
wakty terientu sasusi dengan ketentuan Anggaran Dasar;

12) Menghadirl rapat Direksi dan membicarakan pandangan-pandangan terhadap hal yang
dibicarakan;

13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanang tidak bertentangan dengan
pergturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, danfatau keputusan Repat Umum
Pemegang Saham.

Hak Dewan Komisaris

Mandapatkan honorarum dan tunjangan/fasilitas, termasuk santunan purna jabatan yang
jene dan jumiahnye ditetapkan cleh RUPS dengan memparhatikan ketentuan peraturan
parundang-undangan yang berlak,
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5. Rapsat Dewan Komisaris

aj

b}

)

d}

Rapat Dewan Komisans diasdskan sekurang-kurangnya sekall dalam 1 (satu) bulan, dan
dapat mengundang Direksi. Rapal Dewan Komisars dapal dadakan sewakiv-wakiu, jika
dianggap periu olah:

1% Seorang atau lebih anggota Dewan Komisans,
2) Permintaan terulis dar Direksi.

Dewan Komisars membuat risalah rapat mengenai hal-hal vang dibicarakan, termasuk
perbedaan pendapal {disseniing ooivion) dan keputusan rapat;

Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan dan harus
tersedia bila diminta oleh setlap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi;

Salinan risalah rapat Dewan Komisaris disimpan oleh Sekretarls Dewan Komesars dan

ashrva disampalkan kepada Diekss wntuk dissnpen dan dipelihere di | kedudukan
Parusahaan.

6. Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Homisarks Baru

a)

Program Pengenakan

Kepada anggola Dewan Komisarns dan anggota Deeks| vang diangkat uniuk pertams kalimgs
wajib  diberikan program pengenalan mangenai Perusahaan yang  bersanghutan.
Perusahaan memberkan program pengenalan bagl anggota Dewan Komisaris yang baru
diangkat agar anggota Dewan Komisaris tersebut dapat bekerda dengan optimal untuk
kepentingan Perusahaan Sekretaris Perusahaan  berfanggung jawab terhadap
peEnyElEnggaraan program imi.

Program pengenalan yvang diberikan kepada anggoia Dewan Komisaris yang baru disngkat
antara lain:

1] Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perssahaan;

11 Gambaran mengenal Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegaatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangha
panjang, posis kompetitif, risiko dan maszalah strategis lainnya;

il Keterangan berkatan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan
eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk serta Komite Audit;

4} Katerangan mengenal tugas dan tanggung jJawab Dewan Komisaria dan Direksi serta
hal-hal yang tidak diparbolehbkan,

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presemtasi, perlemuan, kunjungan ke wnit
Perusakaan, dan pengkajian dokumean atau program lainnya yang dianggap sesuml damgan
Perusahaan dimana program tersebul dilaksanakan. Program pengenalan Perusahaan
dilaksanakan selambat-lambatnya 90 [(sembian puluh} bari kelender selelah RUPS
memutuskan penogangkeian anggota Dewan Komisaris yang baru,
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Program Peningkatan Kapabilitas

Program pemingkatan kapabilitas merupakan salah satu program penting bagl Dewan
Komisarns dalam mengikuti perkembangan terkinl dan  akthitas Perusahaan dan
pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksansan tugas Dewan Komisaris,
Program peningkatan  kapabiitas bagi Dewan Komisaris yang dilakukan secara
berkelanjutan dimaksudkan uniuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Dewan
Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungst, tugas dan tanggung jawabnya.

7. Penilsian Kinerja Dewan Komisaris

k)

Kebijakan Umum
1} Dewan Komisars wagib menyampaikan laporan kinerja Dewan Romisans dan Anggota
Dewan Komisans untuk dievaiuasi ofeh Pemegang Saham dalam RUPS;

21 Kinerja Dewan Komisarls ditentukan berdasarkan tugas dan kewaliban vang tercanbum
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun
amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampailkan secara terbuka kepada
angoota Dewan Kormisans sk tngoal pengancgkatanny;

) Hasil avaluasi terhadap kinerja Dewan Komisars secars keseluruban dan kinerja
masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merspakan bagian tak
tarpisahkan dalam skema kompansasi dan pemberian insentf bagl anggola Dewan
Hoamisaris,

4} Hasil evaluasi Winera masing-masing anggota Dewan Komisars secara indhidual
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham  wniuk
memberhantikan  danfatauy  menunjuk kemball anggota Dewan  Komisarls  yang
bersanghkutan. Hasil evaluasi kinerja tersabut maerupakan sarana penilaian serta
peningkatan elektvitas Dewan Komisaris,

Writeria Evaluasi Kineria [ Komisari
Hriteria evaluasl kinerja Dewan Komisars dan indwidu Anggota Dewan Komisaris diajukan

oleh Dewan Komisars vang ditetapkan dalam RUPS adalah setidak-tidaknva sebagai
berkut:

1} Kontribusi terhadap capalan kinerjia Perusahaan;

2) Ketepaoian wakiu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan
K.ommisaris;

3) Kontribusi terhadap penerapan GCG;

4) Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris;

5] Pengawasan dan Arahan Terhadap Direksi atas Rencana dan Kebijakan Perusahaan;

6] Efekivitas kegeatan penuniang Dewan Komisaris

SWP SKTR
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¢} Penflaian Sendiri | Self Assessment )

1

2)

d)

Kebsjakan penilaan sendin { salf assessmenf | Dewan Komisaris merupakan sustu
pedoman yang digunakan sebagal bentuk akuntabilitas ates penilaian kinerja Dewan
Komisaris secara kolegial, Self assessment atau penilaian sendiri dimakswd diakulkan
oleh masing-masng anggota untuk menilai pelaksanaan kinerna Dewan Komisaris
secara kolegial, dan bukan menilal kineda mdiidual masing-masing anggota Deawan
Komisaris, Dengan adanya seif assessment ini diharapkan masing-masing anggota
Dewan Komisars dapat berkontrbusi untuk memperbaike kinerja Dewan Komisaris
secara barkesinambungan;

Datam kebikan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilskukan beseria
makzud dan tujuannya, wakiu pelaksanaan secara berkaka, dan tolok ukur atau kriteria
ponilaian vang digunakan sesual dengan rekomendasi yang diberikan oleh fumgsi
NOMENASi Gan rEmunerasi;

Kebljakan penilaian sendin | s/ assesamant | untuk meniai kingrja Dewan Komisaris,
diungkapkan melalui Laporan Tahunan.

B. Organ Pendukung Dewan Komisars
a) DOrgan Pendukung Dewan Komisaris

1}

2)

3)

4}

5)

Dakarn menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian nasthat, Dewan Komisaris
wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Audit, Komite Mominasi
dan Remunarasi, Sekretarat Dewan Komsars dan salu komita kin, jika diperiukan,

Komite-komite yang dibentuk mempunyal tugas yang bearkaitan dengan  fungss
pengawasan Dewan Komisars antara lain namun tidak terbatas pada aspek sistem
pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunarasi bagi Direksi dan Dewan
Komisans, penerapan manajemen rsiko dan penerapan prinsip-prinsip GOG sesuai
peraturan yang berlakuy;

Ketua maupun anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan
dilaporkan kepade RUPS. Ketua Komite adalah anggota Dewan Komdsaris, Salah
seorang anggota Komite memilik pengetahuan dan pengalaman kerja vang cukup di
bithang [gas masing-masing,

Angoota Komite hanes berasal dan pihak di luar Perusahaan dan tidak mampunyai kaitan
dengan manajemen, kallan kepemilikan dan/atau kaifan dengan kegialan usahp
Perusahaan;

Pedoman kerja atau Ohamer dan masing — masing Komite Dewan Komisaris akan diatur
lebih lanjut datam / dengan Peraturan / Surat Keputusan Dewan Komisaris,
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b} Sekretars Dewan Komisars

1

2)

3)

4)

DIREKS!

Hetentuan Umum:

{a) Dewan Komisaris harus membentuk Sekretarial Dewan Komisars yang dipimpin
pieh seoramng sekretaris Dewan Komisans/ dan dibantu staf Sekretarat Dewan
Homisaris;

[b) Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretanat Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan aleh Dewan Komisarns;

(o] Sewretars Dewan Kormisans/Dewan Pengawas BUMN berasal dar luar perusabaan.

Sakratariat Dewan Homisans berugas melakokan kegiestan untuk membantu Dewan
Komizsars dalam melaksanakan fugasmyesa berupa;

(a) Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat | brefing sheat | Dewan Komisars;

ib) Membual rsalah rapat Dewan Komisars sesual ketenluan anggaran dasar
perusahaan;

(o} Mengadministrasikan dokumen Dewan Kormdsaris, baik surat masuk, surat keluar,
rigalah rapat maupun dokumen Binnya;

(0] Menyusun rancangan rencana ker@a dan anggaran Dewan Komasars,

(&) Menyusun rancangan laporan-aporan Dewan Komisars; dan

ifi Melaksanakan tugas lain dar Dewan Komisaris.

Selretaris. Dewan Komisaris zelaky pimpinan Sekretariat  Dewan Komisaris
malaksanakan ugas ain berupa:

{a] Memasikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan
sarta menorapkan prinsip tala keloka perusahaan vang baik;

(b} Memberikan informasi vang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala
dany/atau sewaklu-wakiu apablka diminta,

ic} Mengkoordinasikan anggota komite, jika diparukan, dalam rangka meamperlancarn
tugas Dewan Komisarns; dan
{d} Sebagal panghubung [ fson cffficer ) Dewan Kormesans dengan mhak kain,

Dalam rangka terfib administrasi dan pefaksanaan tata kelola perusahaan yang bask,
Sekretarat Dewan Komisans hars memastikan dokumen penyelenggarasn kegiatan
Dewan Komisaris tersimpan dengan baik i perusahaan,

Direksl adaiah organ Parusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan
Perusahpan untuk kepentingan Perusahaan, baik di dalam mavpun di luar pengadilan sesual
ketentuan Anggaran Dasar.
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1. Pearsyaratan Anggota Direkai
a) Persyaratan Mateariil

Uintuk dapat diangkat sebagal Direksl Perusahaan seseorang harus memenuhi persyaratan
rruatieril yenitin

b}

1
2}
3)
4)
5)
6)
7

Keahlian;

Integritas;

Kepamimpinan;

Pengalanan,

Jugur;

Peniaku yang baik; dan

Dedikasi vang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan,

Persyaratan Formal

Lintuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Peresahaan, sesedrang bares memanubi
gyaral formal sebagai berikut:

1
2}
3}
)

&)

Crang perseqrangan;
Mampy melaksanakan perbuatan hukum;
Tidak pernah dinvatakan pailit datam wakiu 5 (bma) tahun sebelum pengangkatan;

Tidak pernah manadi anggota Direksi atau anggola Dewan Komissarns, Dewan Penpawdas
vang dimgatakan bersalah menyebabian suatu Perusahaan, Anak Parusahaan dan/atau
badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam wakiu 5 [lima) tahun sebelum pengangkatan;
dan

Tidak permahl dibukom Karens melakukan tndak pidana vang merugikan kedangan
Megara, Perusahaan, Anak Parusahaan, badan usaba lainnya dan/atau yang Derkadtan
dengan sekior keuangan dalam waktu & (lima} tahun sebelum pengangkatan.

Parsyaratan lainmya
Uintuk dapal diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan, selain mameanuhi syaral materiil
dan syarat formal, sesecrang juga harus memendhi syarat lan sebagal berkout:

1)

2}

3)

Bukan pengurus partal politik, calon anggota legiskatif, dan/atau anggota legisiatit pada
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daarah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,Kota;

Bukan calon kepala/wakil kepaks daeran don/aau kepatafwalal kepala deerah, termaEsuk
penjabat kapalka fwalsl kepala daerah;

Tidak menjabat sebagai anggota Direksi paca Perusahaan atau Anak Perusahaan yang
bersangkutan selama 2 {dua) pesiode;
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4} Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, enggota Dewan
Komizsans/Dewan Pengawas pada Perusahaan lain, anggota Direkst pada Perusabaan
lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/fatau badan usaha lainnya;

5) Tidak sedang menduduki jabatzn yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan fbatan anggota Direks;

6) Memiliki dedikasi dan memnyvediakan wakiu sepenubnya untuk melakukan tugasnya, yang
dinyatakan dengan surat pernyataan darl yang bersanghkutan;

7) Behat jasmani dan rohami, yakni lidak sedang menderits suatu penyakit vang dapat
menghambat pelakzanaan tugas sebagai anggota Direksi, vang dibuktikan dengan surat
ketorangan sehat darl rumah sakit; dan

H) Mamiliki Nomor Pokok Waijib Pagak (MPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar
pajak selama 2 {dua) tahun terakhir,

2. Komposis Dineksi
Ketantuan mengenai komposisi dan keanggotaan Direksi Perusahaan, sebagal barikut;

a)

bl

c)

dj

Jumlah Diretsi disesuaikan dengan kebutuhan, fingkat kompdeksitas, dan rencana siralegis
Perusahaan;

Datam hal Dreks terdin lebih dar 1 (satu) crang anggota Direksl, seorang diantaramya
diangkat sebagal Direkiur Utama, dan apabila diperiukan diangkat seorang Wakil Dirokiur
Utama;

Homposisi dan pembagian tugas serts wewenang Direksi berdagarkan struktur organisasi
Perusahaan ditetapkan oleh BUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan cleh

RUPS, maka pembagian tugas dan wewenang o antara anggota Direksl ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi;

Anggola Direksi deanghkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RLUPS).

4. Masa Jabatan Direks|

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 {lima} tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1
{satu) ka3l masa @batan. Dalam bal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan RUPS boalum
dapat menetapkan panggantinya, maka fugas-tugas anggoia Direksi vang lowong tersebul
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Jabatan
anggota Direksi berakhir apabila:

a)
)
c}
d)

Meninggal dumnia;
hMaza jabatanrmya berakhir;
Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

Tidak lagi memenubi persyaratan sebagad anggota Direkst berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar Perusahaan dan perundang-undangan.,
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4. Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Hak Direksi

ap

b}

Tugas Direksi

Direksi  bartugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan panguresan
Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesual dengan maksud dan tujuan
Porusahaan serta mowakill Perusahaan baik di dakam maupun i luar pangadilan tertang
gegala hal dan segala kejadian dengen pembatasan-pembatasan sebagammana deatur
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Setiap angogota Direksi wajib dengan itikad baik dan penub tanggung jawab menalankan

fugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, Direkst bertanggung [awab penub dalam

medaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapal maksud dan

tujsanrya.

Dalam melaksanakan legasnya, anggota Direksi harus mematuhi | Anggaran  Dasar

Perusahaan dan peraturan pesundang-undangan serta wajih melaksanakan prinsip- prinsip

profesionalisme, efisiens, ransparansi, kemandirian, akuntabiitas, pertanggungjawaban,

serta kewsajaran. Direksi juga bertugas untuk;

1] Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, nsalah BUPS dan risalah rapat
Direlksi dan atas parmohonan tertulis dan pamagang saham, Diraksi member bn
kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus,

rizalah BUPS dan laporan txhunan serta mendapatkan salinan risalah BUPS dan laporan
tahunan;

2] Meambual laporan @hunan dan dokumen keuangen Perusahaan;

3} Memalihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah BUPS, Rizalah
Rapat Dewan Komisans dan Risalah Rapat Dereksi, Laporan Tahunan dan dokismen
Keuangan Perusahaan safta Dokumen Perusahaan lainmga;

4) Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, Seluruh daftar, risalah, dokumen
keuangan Perusahaan, dan dokumen Einnya,

Kewajiban Direksi
Dalam menjalankan tugas pokoknys, Direks berkewajiban untuk:

11 Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

2] Menviapkan pada waktunya RJPP, REAP, dan perubahannya serfa manyampaikannya
kepada Dewan Komisars dan Pemegang Saham uniuk mendapatkan pengesahan
RUPS,

3} Membankan penjeasan kepada AUPS mengenal RJFP dan RKAF;

4} Membuat Daftar Pernegang Saham, Daftar Khusus, Risalah BUPS, dan Risalah Rapat
Dirakai;

5) Membual laporan tabunan sebagal wujud peranggungiawaban  pengurusan
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Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud datam
Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;

B) Mermpusan Laporan Heuangan bardasarkan Standsr Akuntansd Keuangan dan
menyarahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit,

71 Menyampaikan Laporan Tahunan fermasuk Laporan Keuangan kepada BUPS untuk
disetujui dan disahkan, serta lBporan mengenal hak-hak Perusahaan yang tidak
tercatat dakam pembukuan antara lain sebagai alebat penghapusbukuan piutang;

B) Membarikan penjelasan kepada RUPS mengenal Laporan Tahunan;

8y Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan aleh RUPS kepada
Pamegang Saham sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Deeksi dan Dewan
Komisaris kepada Menten yang membidang Hukum dan HAM,

11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risatah SUPS, Rsalah Rapat
Cewan Komsaris dan Risalah Rapat Déeksi, Laporan Tahunan dan Dokemen
Keuangan Perusahasn sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5), dan Dokumen
Parusahaan lainnye;

12) Memyimpan o fempat kedudukan Perusahaan: Daftar Permegang Sabam, Daftar
Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapal Dewan Komisars dan Risalah Rapat Direksi,
Laporan Tahunan dan Dokuman Kevangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan
[ainmya sebagamana dimaksud pada angka 11);

13) Meryusun sistem akuntansi dengan Standar Akuntansi Kevangan dan berdasarkan
pringip-prinsip  pengendalian  intem, terutama  fungsi  pengurusan, pencatatan,
penyimpanan dan pengawasan;

14) Memberikan aporan berkala menurut cara dan wakiu sesuai dengan ketantuan yang
Derlaku, sera laporan lainnya setiap kall diminta oleh Dewan Komesans dandataw
Pemegang Saham;

15} Menylapkan susunan organisasi Perusahaan engkap dengan perincian dan tugasnya;

16} Memberikan panjelasan tantang segala hal yang ditanyakan atau yvang diminta anggota
Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham,

17} Menyediakan informas kepada Dewan Komisans,Dewan Pengawas secara teratur,
tanpa penundaan, dan secara komprehensit tentang semua informasi yang relevan
dengan Perusahaan serta memastikan aksesa informast vang akurat dan tepat wakiu;

18} Menyusun dan menstapkan biveorind organisasi Perusahaan;
18 Menatapkan tata kekola teknologi informasi Perusahaan yang badk;

20) Menjalankan kewajiban-kewajiban Rinnya sesual dengan ketentuan vang destur dakam
Anggaran Dasar dan yang diietapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundandg-
undangan;
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21) Memenuhi parmintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan yang

disampaikan oleh Pemegang Saham;

221 Menandatangani pakta integntas untulk findakan transaksional yvang memearukan

parsebujuean Dawan Komisars dan/atau BUPS,

Wewenang Direksi
DCakam melaksanakan tegasnya, Direksl berwenang uniuk:

1)
2t

3

4)

5}

6)
[}

Menetapkan kebi@kan pengunesan Perusahaan;

Mengatur pamyerahgn kekuasaan Direks kapada saorang atau bebarapa ormang
anggota Direksl unfuk mengambil keputusan atas nama Direksi atay  mewakil
Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

Mengatur penyeranean kekuassan Direksi kepada seorang atau beberapa orang
Pekerfa Perusahaan balk sendiri-sendinl maupun bersama-sama atau kepada orang
lain, unituk mewakili Parusahaan di datam dan di luar Pangadian;

Mengaiur kEtentuan-ketanuan tentang kepegawaian Parusahaan ‘termasuk dalam
panetapan gajl, pensiun atau jaminan hari wa dan penghasilan lain bagl Pekerja
Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yvang bedaku, dengan
katentuan penetapan gajl, pensiun atau jaminan han tua dan penghasian @&in bagi
Pekirja yang malampaul kewajiban vang ditelapkan poraturan perundang- undangan,
harus mendapal persetujuan tedebih dahwlu dan AUPS;

Mengangkat dan memberhentikan Pekerda Perusahaan berdasarkan  peraturan
kepagawaian Perusahaan dan peraturan parundang-undangan yang bariaku;

Mengangkat dan membernentian Sekretans Perusahaan; sera

Malakukan segala tindakan dan perbustan lainnya mengensl peEngurusan maupun
pemilikan kekayaan Perusahaan, mengkai Perusahaan dengan pehak lain dan/aiau
pihak kkin dengan Perusahaan, sera mewakil Perusabaan df datam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sabagaimana diatur dalam  peraturan  perendang-undangan  dan/atas  Keputusan
AUPS,

Hak Direksi

1]
2}

d]

4

Penghasilan Dreksi Perusahsan ditetapkan oleh RUPS;

Memperoleh gaji dan tunjangan,fasiitas termasuk santunan. purna jabatan yang jen:s
dan jumiahnya diletapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketenfuan perundang-
undangan yang berlaku;

Menerima insentif sebagal imbalan atas prestasi kerjorwa dalam hal Perusahaan
mencapal tingkat keuntungan yang besarmya ditetapkan oleh RUPS;

Menggunakan sarana dan faslitas Perusahazn wntuk kegiatan yang berhubungan
dengan kepentngan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
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kebijakan Perusahaan;

5) Memperoleh cuti sesual ketentuan yvang beraku, serta mengajukan permohonan cutl
dari Direkiur Ltama kepada Dewan Komisaris,

5. Rapal Direksi

aj

bj

Rapat Direksi wagh diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan

dakam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris,/Dewan Pengawas. Hapal

Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap periu oleh;

1) Seocrang atau lebih anggota Direksi;

2) Parmintaan lerulis dar Dewan Komisaris;

3) Permintaan terfulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumiah saham
terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;

4) Rapat Direksi inl merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda
hal-hal yang memerukan pengambilan keputusan level Direksi,

Direksi wajib menetapkan tala tertib rapat Diraksi,

Risalah rapal Direksi wajib dibuat untuk setiap rapal Direksi vang memuat segala sesuaiu

yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, lermasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat

yang berkembang dalam rapat, baik pendapal yvang mendukung maupun yang tdak

mendukuryg atau pendapal berbeda (dissenting ooivon), seria alasan  ketidakdhadiran

anggola Direksi, apabila ada. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada
Dieswan Komisaris untuk diketahai,

6. Program Pengenalan Bagi Anggota Direksi Baru

Program Pengenalan

Perusahaan memberikan program pengenglan bagi anggota Direksi yang baru diangkat
agar anggota Direksi lersebul dapat bekera dengan optimal untuk  kepentingan
Perusahaan. Sekretars Perusahaan bertanggung jewab ferhadap penyelenggaraan

program ini,
Program pengenalan yang dibertkan kepada anggola Direksi vang ban diangkat antara lain:
1} Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;

2] Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuzn, sifal, nglup kegiatan,

kinera keuangan dan operasi, stralegi, rencana jangka pendek dan jangka panjang,
posisi kompasis, risiko dan masalah-masalah stretegis Binrma;

3) Kelerangan borkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit intemal dan
ekstemal, sistemn dan keblakan pengendalian intemal, ermasuk Komite Audit;

4) Kaeterangan mengenai iugas dan tanggung jawab Dewan Komisarns dan Direksi serta
hal-hal yang lidak diperbolehkan.
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Program pengenalan tersebut dapal dilaksanakan dalam bentuk presentasi, pertemuan,
kunjungan ke unit usaha dan program lain yang dianggap sesual dengan Perusahaan.

Program pangenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
harl kalender setelah AUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

b} Program Peningkatan Hapabilitas

Program pengembangan knpwiedge dan skile merupakan salah satu program penting bagi
Direks dalam mengikutl perkembangan terkini dart aktivitas Perusahaan dan pengetahuan-
pengetahuan l@in yvang terkail dengan pelaksanaan tugas Direksi, Program peningkatan
kapmbiltas bagl anggota Direksi yvang dilakukan secara berkelanjutan dimaksudkan wmiuk
mieninglkatkan kompatensi dan kapabilitas Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi, lugas
dan tanggung jawabnya.

T. Penilaian Kinerja Diraksi

a) Kebijakan Lmum

1) Pemagang Saham/AUPS mengesahkan dan menetapkan indikator pendaian kinera
Direksi, yaitu Key Performance hdicator Diroksl vang tertuang dalam Kontrak
Manajemen yang memuat indikator kKinerfa utama, target, bebot dan pedoman kamus
pEniziannya;

2) Dewan Komisaris mengevaluasi capalan kinerja Direkal (kolegial dan individu) uniuk
kemudian disampaikan ke Pemegang Saham/RAUPS;

3) Haszil evaluasl terhadap kinerja Direksi secara kaseluruhan dan kinérja masing-masing
anggota Direksl secara individual merupakan bagian fak terplsankan dalam skema
kompensasi dan pemberian inssntf bagi anggota Direksi,

b) Kriteria Evaluasi Kinerja Direks! Koleglal dan Individual

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajulan oleh Direksi yvang ditetapkan dalam RUPS adalah
setidak-tidaknya sebagal berikut:

1) Milai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia;
2) Inowvasi Model Bisnis:
3) Kepsmimpinan Tekonologi;
4) Peningkatan Investasi;
&) Pengembangan Talenta.
c) Penilaian Sendiri (Sl Assessment )

1) Direksi mempunyai kebijakan sel assessoanl uniuk menilal kinerja Direksi, Seperti
halnya pada Dewan Komisars, kebijakan self assessmen! Dieks merupakan suatu
pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas alas penilaian kinerja Direksi

T
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secara kolegial. Seff Asseszmendt atau penilaian sendii dimaksud dilakukan oleh
masing-masing anggota Oweksl umtuk menikal pelaksanaan kinera Direksi secara
kpdegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi, Dengan
adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksl dapat
berkontribusi untuk memperbaiki kinera Direks! sacara berkesinambungan.

27 Dalam kebgakan tersebut dapat mencakup kagiatan penilaian yvang dilakukan besarta
maksud dan tujuannya, wakiu pelaksanaan secara berkaka, dan tolak ukur atau kriteria
pendaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan gleh fungsi
nominasi dan remunerasi;

3] Kemjakan saf assessment untuk menilai kinera Direksi, diungkapkan melalui Laparan
Tahunan.

8. Organ Pendukung Direksi

al

b

Sekretaris Perusahaan

Dereksi wajlbh menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan dengan menganghkat seorang
Sekrataris Perusahaan yang diangkal dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Direks juga wajib
meniaga dan mengevaluasi kualtas fungst Sekretaris Perusabaan. Tugas Sekretarns
Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1] Memastikan bahwa Parusahaan mematuhl paratiran tentang parsyaratan keterukaan
sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

2] Memberkan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris,Dewan
Pengawas secara berkala dan/atau sewakiu-wakiu apabia dirminta;

3] Mempersiapkan dan mengkoordinasikan data dan informasi yvang diperiuken unfuk
penyusunan Laporan Tahunan | Anmea! Asoord ) dan Laporan Berkelanjutan
[ Susizimalviiy Raport | Parusalsian;

4} Sehagai penghubung | Eason officer ) dengan pemangku kepentingan; dan

) Menatausazhakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi fidak
terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi,
Rizalah Rapat Dewan Komisaris maupun RUPS.

Satuan Pangawasan Intemn
1] Direksi wajib menyelengoarakan pangawasan internal;

2} Satuan Penpawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkal dan
dibesrientikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan
dangan persetujuan Déwan Komisaris,

3} Direks wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara
perodik kepada Dewan Romisaris;
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4} Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di
Perusahaan,

HUBUNGAN KERJA AUPS, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKS!
Hubungan kerja antar Organ Perusahaan antara lain dapat digambarkan sebagal berilkut:

1.

RUPS sebagal organ Perusahaan merypakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil
keputusan penting yang berkatan dengan modal yang ditaneam dakam Paerusahaan, dengan
mamparhatkan ketenfuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan
yang diambi dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka
panjang, AUPS danfatau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas,
fungst dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewsnang RUPS
untuk menalankan haknya seseal dengan Anggaran Dassr dan paraturan  parundandg-
undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan
Komisaria dan/atau Diraksi;

Datam forum BUPS, Pemegang Saham berhak memperoieh keterangan yang berkaitan dengan
Parsercan dari Direksi dan/atau Dsswan Homisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara
rapat dan fidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akural mengens
Perserpan, kecual  umtuk  informasi  dimana  Direksi memdllikl  zlasan  yang dapat
dipertanggungiawabkan untuk tidak membarkannya,

Angoota Dewan Komisans dan anggota Direksi diangkat dan dioerbentikan oleh BUPS;

Direksl wajlb memyusun rancangan RJPP dan rancangan REKAP yang setelah ditandatangani,
disampaikan kapada Dewan Komisars untuk ditelaah dan ditandatangani. Salanjutnya atas
rancangan FRJPP dan BKAP vang telah ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris,
disampalkan kepada RUPS untuk memparoleh pangesahan;

Direksl wagb memyusun Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan yang felah
digudit aleh Akurtan Publik, Laporan Tahuhan yang talah ditelash oleh Dewan Komisars dan
ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris disampalkan kepada RUPS untuk
disetujuifdisahian.
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BagE i
PANDUAMN BAGI DIREKSI

A, REMCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN {RJPP] DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAM
PERLISAHAAN (RKAP)

1.

RJPP

Cireksl wajib meamdapkan Rencana Jangka Panjang Perusahsan (RJPP). Rancana Jangks
Fanjang Perusahaan (RJFP) merupakan renpcana strategis yang memuat sasaran dan fujuan
yang hendak dicapal dalam jangka wakiu 5 (lma) tahun, vang sekurang-kurangnya memuart;

a) Pendahuluan;

by Evaluas pelsksanaan Aencana Jangka Panjang vang baru,

) Posisi Perusabaan saal ini;

dj Asumsi-gsumsi yang digunakan dalam pemyusunan Bencana Jangka Panjang;
g) Tujuan, sasaran dan stralegi pencapaEnnya.

RJPP wang telah ditandatanganl bersama oleh Direksl dan Dewan Komisars, disampalkan
kepada RUPS untuk mendapatl pengesahan. Pengesahan dilakukan setelah pembabasan
bersama AUPS. Penpasahan RJPP salambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh} han
satelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap, Jika datam waktu B0 (enam puluh) hari
satelah diterimanya Fancangan BJPP secara lengkap Bancangan RJPP belum disahkan, maka
Rancangan RJPP tarsabut dianggap telah mendapat persatuguan, Salambatnya 80 (emam
puluh) har sebeum berakhirmya FJPP, Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode
barikitnya.

Perubahan atas RJPP hanya dapat didakukan apabila terdapat perubahan materiil yang berada
di luar kendali Direksi Perusahaan. Dalam hal inl, yang dimaksud perubshan matenll adaiah

perubahan yang mengakibatkan terjadinyae penvimpangan pencapasan kBbih dar 20% dari
sasaran. Tata cara pengesahan atas perubahan RJPP dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

REAP

Direksi wajib memyapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (AKAP] sebagal penjabaran
tahunan darl FJPP. RKAP sekurang-kurangnya memuat:

g} Rencana kerja Perusahaan;

by Anggaran Perusahaan;

¢} Proveks keuangan pokok Perusahaan;

di Proyeksi keuangan pakok Ansk Perusahaan;

E]1]
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) Hal-hal lain yang memedukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi wajb menyampaikan permchonan persetujuan atas Rancangan AMAP kepada RUPS
palking tambat 60 {enam puluh) har sebelum memasukl tahun anggaran Perusabaan. RUPS
mengesankan Rancangan RKAP paling lambat 30 (tiga pulub) har setelah tshun anggaran
berjalan, Perubahan terhadap RKAP, dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) Perubahan asumsl yang signifikan di luar kendali manajamen;
b} Terdapat tambahan rencana kerja sesuai kebutuhan Perusahaan,

c) Berdasarkan penugasan/koblpkan Pomegang Saham dan/atau  penugasan/kebiakan
Pemerintah;

d)} Tata cara penetapan/pengesahan perubahan RHAP dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan parundang-untdangan serta Anggaran Dasar.

B. SISTEM PENGAWASAN INTERN

1. Kebijakan Umum

a) DOireksi wajib manyalenggarakan pengawasan intern, datam pemyalenggarazan Direksi wapb
mambentuk 5P dan mambual plagam pengawasan intarn;

b} Perusahaan mangembangkan Sistem Pangawasan Intern yang merupakan sebuah proses
yang dihasilkan oleh Direksd yang didesain urmiuk membeankan @aminan tercapamya tujusan
Perusahaan dengan memporhatikan asas efeklivitas, efisensi operasi, dan terpercaya
{rediabity) Laporan Keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlakuy;

¢} Perusahaan menetapkan suatu Gisten pengandalian  intern yang  efekdif unfuk
mengamankan imestasi dan aset Perusahazn,

Samua Insan Perusahaan mempuryai angogung j@wab atas pelaksanaan pengendalian internal
dalam pelaksanaan fugasmya masing-masing.
2, Cakupan Sistem Pengawasan Intern

a) Lingkungan pengendakan interiml yvang mencakup integritas, niai-nilai etika, manajemen
cperasl, pendelegasian wewenang serta proses untuk mengedola dan mengembangkan
sumbser days manusia Perusahaan;

b} Pengeiclagn rsiko wusana |pek aszessmeant ) yang sesual dengan standar Perusahaan;

c) Aktivitas pengendafian, vaitu tndakan-tindakan yang dilekukan dalam suaty  proses
pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap ingkat dan enit dalam strubkdtur
organisasi Perusahaan;

d) Proses penyajlan laporan mengenal kegiatan operasional, finansial serta ketastan dan
kepatuhan terbadap ketentuan pemtuman perundang undangan;

11
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Proses pentiaian terhadap kualitas  Sistemn Pengawasan Intern, termasuk fungsi internal
audit pada setiap tingkal dan unit datam strukiur crganisasi,

3. Peran dan Tanggung Jawab Perusahasan

Sefiap Insan Perusahaan bertanggung |jawab atas teriaksananya pengendasian internal sesual
dengan bidangrya:

a)

b

)

dj

a)

f}

Dewan Komisarks

Dewan Komisars mempuryal Enggunglawab memastikan adanya tata kelola vang baik
1GOG), melakukan pangawasan terhadap penermpannys dan memastikan pengewasan
intern yang berjakan secara efekli;

Diredksi

Dirgks  bertsnggung  jawab  dalam merancang dan mengimplomentasikan  Sistem
Pengawasan Intem yang efektf. Pernyataan komitmennya terhadap perlunya pengendalian
intermal yang merupakan “famne S e iog” yang akan mendorong integritas dan etika dalam
membentuk lingkaran yvang positif bagi Skstern Pengendalian Intarnal;

Gatuan Pengewasan Intern

Sebagal third dne of defence, Saluan Pengawasan Intern harus metakukan evaluasi untuk
menentukan apakah Sistem  Pengendalian Infemal of  gesaln  dengan  tepat,
diimplermentasikan secara konsisten, serta berjalan dengan baik. Hal ini juga dilakukan
terhadap Sistem Pengendalian Internal peda pengelolaan teknotogi informask;

Linit Kerfa Koordinator Manajpamen Risiko

Unit Kerfa Koordinator Manajemen Risiko bertsgas untuk merancang dan memfasilitasi
implementasi Manajemen Risiko yang efektif, dimana informasi yang obyektif atas risiko
yang teridentifikasi akan menentukan ruang fingkup dan kedalaman implementasi
Pengandalian Internal;

Pakera

Setiap Indhvidu froed Sner vang bertugas melaksanakan keglatan operasional sehari-hari
{first Bne of cefence) wajlb memahami dan melaksanakan sistem dan prosedur yang
merupakan bagian dar Sistern Pangandalizn Internal. Lingkungan pengendalian yang baik
akan meningkalkan tanggung jawab semua Inddidu untuk memilikd sistem deleksi dini
sehingga memudahkan identifikasi dan segera mengetahui jika kinera tidak sasuai standar
dan targel, leradinya penyimpangan, ataupun kelemahan system;

Pirak-Pihak Ekstermal

Pihak-pihak eksternal Perusahaan antara lain Pemegang Saham, Regulator, Pelanggan,
sprta plhak-pihak  eksternal  lainoya  berkepentingan  ferhadap keberadaan Sistem
Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif karena akan mendorong penerapan GOG.
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4. Satuan Pengawasan ntam

b

c)

d}

e}

f)

9

Perusahaan membentuk Satuan Pengawasan Intern vang bertugas metakukan evaluasi atas
efoltifitas pelaksanaan pangendalian intern, Manajemen Rigiko, dan proses tefa kelola
perusahaan, sesuai dengan ketertuan peraturan perundang-undangan dan  kebipkan
Perusahaan serta pemeriksaan dan penilaian atas efisensi dan efeklifitas di bidang
kauangan, oparasicnal, sumber daya manusia, teknologi mformasi, dan kagiatan lainnya;

Direksl menetapkan Piagam Satuan Pangawasan Infern yang berisd kedudukan, tugas,
wiwenang dan tanggung Ewab Satuan Pengawasan Intern serta hubungan kelembagaan
antara Satuan Pengawasan Intern dengan Komite Awdit dan Auditor Eksternal;

Direksi wapb menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intarm kepada Dowan
Komisaris/Dewan Fengawas;
Tindak lanjul nasil pengawasan intern:

Diraktur LUtarma menyampaikan hasd pemerksaan Satuan Pengawasan Intern kepada
seluruly Direkiur, untuk selanjutnya ditindaklanjut dakam rapat Direksi;

Direksi memperhalikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperiukan atas
segala sesuatu yang d&emubkakan dalam satiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat olah
Satuan Pengawasan Interr.

Hubungan antara Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Intern:

1} Peran Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern sangal terkait saty sama lain.
Hubungan kera dan komunikasi yang efakiil diantara Satuan Pengawasan Intern dan
Komite Audit akan memunglinkan Dewan Komisans metakukan fungs pengawassnnya;

2} Batuan Pengawasan Infern harus berfungst sebagal perdukung pelaksanasn tugas dan
tanggung jawab Homite Audil sebagaimana ketentuan yang diatur delam parundang-
undangan bearkaku,

Evaluasl terhadap Sistem Pengawasan Intern
Evaluas terhadap Sistem Pengawasan intern yang dilakukan oleh Auditor Eksternal:

a)

b

&)

dj

Audit keuangan dilakukan oleh auditor eksternal yvang ditetapkan oleh RBUPS. Mekanisme
penunjukan auditor eksternal adelah dar calon yang disgjukan okeh  Dewan  HKomisarns
berdasarkan usul Komite Audit;

Dewan Komisaris wajibh menvampaskan kepada BUPS alasan pencalonan tersebul dan
besarnya honorarum,/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor ekstarnal tarsabut;

Auditar ekstermal tersebul harus bebas darsl pengaruh Dewan Komisaris, Direksd, dan pihak
vang berkepentingan {Siskehoiders);

Perusanaan harus menyediakan semua calalan akuntansi dan dala penunjang yang
dipariukan sshingga memungkinkan Auditor  Ekstermal memberikan pendapatmys atas
kewajaran, Laporan Keuangan dengan Standar Akuntans| Kewsangan Indonesia;
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e) Badan Pemerksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan sesuai perundang-
undangan.

C. MANAJEMEN RISIKD

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Risiko
a) Tujuan Manajemen Risiko

Diraksi wajiby membangun dan metaksanakan program manapamen risiko Perusahaan secara
terpadu yamng memnupakan bagian dard pelaksanaan program tate kedods perusahaan yang
bl

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Parusahaan adalah sebagai berikut:

1)

2]

Menumbuhkan migk awaremess dalam menjadikan Manajemen Risko sebagai budava
Parusahaan yang bertumpu pada peningkatan kompetensi SDM;

Membangun sinergi antar komponen Perusahaan melalui penyvempurnaan proses bisnis
dengan mempertimbangkan paleang (opporfurviies) dan ancaman | Mraals).

Mambangun sistern kerja Perusahaan berbasis Good Corporale Governance melalui
penerapan aspek kepatvhan {comalance) sebagal salah satu sasaran Manajemen Risiko,

b) Ruang Lingkup Manajamaen Risiko
Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan meliputi;
1} Lingkup Organisasi
Manajemen risiko diterapkan pada sefuruh entitas Perusahaan, yaitu di Kantor Pusat,
Branch/Cabang Pelabuhan beserta Anak Perusahaan yang bertujuan untuk memastikan
lercapainya sasaran-sasaran yang ada dalam RJPP, RKAP dan KPI Korporat yang ada
di dalam RKAB,
2] Uingkup Proses Bisnis
Prinsip penerapan manajemen risiko Perusahaan adaiah menjadi bagian integral dan
proses bisnis yang secara signifikan mempengaruhl pencapalan  sasaran/kinera
Parusahaan, bak pada fungsl, dengan benbuk kegiatan sebagal berikut;
{a) Rencana Jangka Panjang Parusahaan [RJPF)
Pemyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (FPP) harus dilenglkapl dengan
kajlan risiko, berupa profil rsiko-risiko Engkapanjang yang paling signifikan dihadapi
Parusahaan dan gamhmn FENCARD DN rganEnma,
(b} Rencana Kerja dan Anggaran Parusahaan [AKAP)
Penyusunan Rencana Kesja dan Anggaran Perusahaan (RRAP) harus déangkapi
dengan kajian risiko, berupa profd nsiko-rsiko jangka pendek yang palineg sigrifikan
dihadapi Perusahaan dan gambaran rencana penangangnmya;
34
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ic) Kegiatan/Usulan Proyek

HKegiatan afau uwsulan kegialan yang bersifat proyek, khususnya yang secara
signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran-sasaran Perusshaan dan gambaran
MEnCana pEnanganannys;

(d} Kegiatan Prozes Bisnis

Penerapan manajemen risike pada keglatan/proses bisnis dilakukan secara
berfahap, dimulai der prosas bisnis yang paling signifikan  mempanganuhi
pencapaian kinera Perusahaan;

ja) Lingkup Kepatuhan {Compliancea)

Sebagal salah satu prinsip dari manajemen risiko adalah adanya aspek kepatuhan
{compliznce). Aspek imi merupakan prinsip yang dianutl dan harus diterapkan dalam
pengelolaan risiko.

2. Kebljakan Umum
Dalam menerapkan manajeman risiko sekurang-kurangnya:

a)

b}

o)
d)

&)

f

Memperhatikan keselarasan antama strategi, proses bisnis, SOM, kavangan, teknolog, dan
lingkungan dengan tujuan Perseroan;

Menetapkan sistemn, kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko serta strategi
Rligiko;

Mermyapkan Penilai Risiko (Msk Assessor) vang kompsten;

Menstzpkan Kebijakan Rish Apstite, Aisk Tolerance dan Ay Limi yang disvaluas secara
perodik mengikutl Bt Perusahaan;

Menerapkan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pamaniauan, svaluas,
dan pelaporan serta sistem Informasi Manajemen Risio;

Menyusun dan manyampaikan laporan Manajemen Risiko Perusahaan.

3. Peran dan Tanggung Laewab Parisahasn

Setap Organ Perusahaan beranggung jawab atas terlaksananya pengelolaan risiko sesual
dangan bidangnya:

aj

Dewan Komisars

Diewan Komissrs bertanggung jawab uentuk mamastikan bahwa Direksi telah melaksanakan
manajemean risike dakam pengalolasn Perusahaan sesual dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Baik dalam hal pengambilan keputusan, pencapaian sasaran,
prosas bisnis dan lain-kin,
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b) Direks

1}

2)

3}

4)

Direksi adalah penanggung jawab utama implementasi manajemen rsiko Perusahaan,
Proses  pengambdan  keputusan, pencapaian sasaran  dan  lan-lain | harus
mempertimbangkan risiko dan peluang vang difadapi okeh Perusahaan;

Direksl wajib memampalkan laposan profil manajemen risiko dan penanganannya
bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan;

Potaporan dibuat berkala dan disampaikan kepada Dewan Momisares, Tojean darl
palaporan inl adalah untuk momastikan banwa proges manajemen rsiko dijalankan
dengan baik dan sabagai salah satu bentuk pertanggungjawaban paaksanaan Dperasi
Perusahaan vyarng Gdokukan Oeeks kepada Dewan Komisars, terutama  dalkam
pengelotaan risiko,

Direksi menetapkan unit-unit kerja yvang menspakan bagian dari pengelolaan risika, yaitu
sebagal berikut:

(a) Divisi Marajemen Risiko

Bertanggungjawab dalam kerdasama dengan Manapr-Managr  laln - dalam
melaksanakan dan mengupayakan manajemen risiko yang efektif dalam bidang
tanggung jawab mereka. Satuan ini juga dapat ditugaskan uniuk melakukan
pemaniavan, evaluasl, dan memberikan rekomendasi perbaikan prosas manajeemnen
risiko serta mambantu Manajar dalam pelaporan informasi ristko relevan kepada
Direksl, kepada Manajer kain, dan kepada Komite yang mempunyal Tungsi
manajemen rigiko,

ib) Satuan Pengawasan Interm (SPI)

5P| memainkan peran penting dalam memantau pelaksanaan dan kualtas kinerja
kebijakan manajemen riaiko sabagai bagian dar tanggung jawab mereka atau atas
permintzan khuses dan Direksl, Komite Audit ataw Dewan Komisaris. SPI dapat
membanty Direksi dan Dewan Komisars atau Komite Audit dengan memantau,
mengevaluasi, melaporkan dan merekomendasikan perbaikan dakam ofekihitas
proses pengelotaan risiko Parseroan.
{c) Pekerja Perusahaan

Pekerja Perusahaan turut serta beranggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan
manajemen nsiko, Pekere dapat membantu Perusahaan, dengan memberikan
informasi mengenai permasalahan yang timbul akibst ketidakpatuhan terhadap
pedoman pardaku (Code of Conducl), palanggaran ternadap keb§akan Perusahaan
ataw tindakan yang berfentangan dengan hukum.
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TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sebagal perwujudan visi dan misi Perusahaan maka Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perusahaan dibangun dengan tujuan unfuk meningkatkan kualitas pelayanan Porusahaan sera
efissensi operas| Pelabuhan vang berstandar internasional. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perusahaan diarahkan uniuk menjadi wilang punggung operasi pelabuhan Perusahaan yang
terkonaksi dengan dunia inlernasional, dengan:

1.

Pengelolaan teknologi informaszi dan komunikas dimaksedkan wniuk mendukung  saluruh
kegiatan operasional ataupun strategi bisnis Perusahaan;

Penerapan tata kelola teknologl informasi perusahaan dengan memperhatikan prinsip Tata
Kalala T1 paling sacikit mencakip

aj) Prinsip manajamen;

b) Prinsip data dan informasi;

) Prinsip teknoiogl; dan

d) prinsip keamanan TI.

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:

a) Proses perencanaan, pengembangan, pengoperasan dan pengendalian teknoiogh informasi
dan komunikas: unituk memenubl kebutuhan operasional dan manajemen Perusahaan;

bl Proses penyediaan infrastrukiur pendukung berupa pusat data (dafs center), media
komunikasi, dan perangkat pengguna dan;

c) mamberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi di ingkungan  Perusahaan
berdasarkan pringip dan komitmen yang telah disspakat,

. Teknologh informasi dan komunikas yang dibangun harus memdlkl nila yang sangat strategis

datam mendukung terciptanya produk ateu jasa Perusahaan yang unggul dan kompeditif;

Investas teknolog! informasi dan komunikasi harns mempertmbanglan aspek keuntungan yang
berupa pengurangan biava dan kemudahan mempercleh infformasi dengan telag menjaga
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya,

Uniuk memberikan manfaat yvang erbaik bagl perusahazn, tungsi teknodogi informas) Derusara
menerapkan kendal proses berdasarkan konsep dan standar tata kefola TI (T Govermance)
yang baik,

Direksi wakb melindungi dan memastikan keamanan data peibadi yvang dikelola perusahaan
sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  ywang mengatur  mengenai
pelindungan data pribadi.
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PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSLA

Perusahaan mengenall Sumber Daya Manusia [S3DM) sebagai milra ulama dan strategiz bagi
Perusahaan demi menuju jasa pelabuhan dengan pelayanan yang berkualitas internasional.
Parusahaan berkomitmen untuk mengembangkan SDM yang memiliki integritas tnggl, menmilii
kompetensi yang berstandar internasional, produklifitas yang tinggi, sarta berorientasi pada
pelayanan Pelanggan, dengan:

1.

1.

Pengelolaan SOM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi, penempatan,
pengembangan, mutasi, dan pemberhentian Pekera,

Pangelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki sumber
daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan seria digerakkan untuk mencagai fujuan-TLjusn
Perusahaan;

Perencanaan tenaga kera dilakukan berdasarkan anafisis onganisasi dan analisis ketersediaan
Pekara sesuai dangan strategi bisnis dan perkembangan Perusahaan,

Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Parusahaan sesum dengan kiteris
dan kompetens persyaratan abaltan yang dibutuhkan Perusahaan;

Penenmaan tenaga kerja dilakukan melalul proses seleksi yang transparan dan olxjekd,;

Penempatan Pekerja yang baru direknit oleh perusahaan dilskukan sesuai dengan kepariuan
dan kepanfingan Perusahaan dengan mengutamakan asas keadllan bag para Pekerja yang
sutah ada;

Pengembangan Pekerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensd
Pekera metalu plur pendidisan dan pelatinan serta jalur penugasan khusus unfuk pencapaian
tujuan, penmingkatan kinerja Parusahaan, serta pomenuoban kompetensi dan  sekaligus
pengembangan kaner Pekerja.

PENGELOLAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Prinsip Dasar
a) Parusghasn akan mangungkaphkan informasl secara lengkap, skurat dan tepat waktu
kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris,

bl Pengungkapan mformasi kepada Publik dan Sisdeholders lainnya dilakukan secara wajar
dengan memparhatikan kiasifikasi informasd, kepentingan Perusahsan dan kebutuhan pikak
vang berkepentingan sesusi dengan peraturan yang berlaku;

&) Parusahaan memiliki kebiakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong parfisipasi
pemegang saham atau investor;

d) Setap Jajaran Perusahaan tidak diperkenankan melakukan pengungkapan nformasi yang
bartantangan dongan peraturan dan atika besnis yang antara lain:

1y Mengungkepkan informasi yang salah;
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2) Mengungkapkan informasi yang tidak seluruhnya benar;
4} Mengungkapkan mformasi yang tidak lengkap;

4) Perusahaan melarang penggunaan  informasi  oleh Orang  Dalam  termasuk
datainformas yang berasal dad Anak Perusahaan yang sudah tercetat i Bursa Elek
dan belum dungkap ke publk, dengan maksud untuk menguntungkan din sendin,
kelompok ataw orang lain secara fidek sah dan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yvang berkaku;

5] Perusahaan melarang memperbincangkan tentang informas rahasia dengan keluarga
atau pihak diluar Perusahaan, atau membicarakanmya di tempat-tempat umum diluar
lingkungan Perusanaan;

Bl Pengungkapan Informasi Biasa dapat dilakukan oleh seliap jajaran Perusahaan;

T) Pengungkapan fnformasi Terbatas kepada pihak lain dapat dilakukan obleh Pejabat o
bavwah Dirakiur terkait atau Pegabal lainmya yang secara khusus ditunjuk oleh Diraksi;

8} Pengungkapan Infoemasi Rahasia kepada pdhak lain dapat ditakukan, dimana Direktuor
dlau Pejabat Perusahaan dapat ditugasi oleh Direksi unfuk meminta persetujuan terulis
dari Direktur LRama atau Direldur terkait;

9} Informasi yang balum terkiasifikas, Gdak dapal dungkapkan pibak lain sebalum
imformas| teraebut ditetapéan klasifikasinga oleh Direks|

Pengungkapan informast Perusahaan harus memperbatikan tingkal wrgency dan manfaat
bagi Perusahaan;

Informas Biasa Perusahaan yang dipublkasikan dapat diperoleh/diakses dengan cepat dan
tepat wakiu, biava ringan dan camm sederhana.

2. Pengeiolaan Keterbukaan Informasi
a} Tugas dan langgung jowab Pengelola Informasl terbagl atas tingkatan dalam strukiur

organisasi Perusahaan, sebagal barkut:

1) Derekst memilikl tanggung jaweb wtama dalam pengedolzan informasl, Tugas Deeks
terkai dengan kelerbukaan dan kerahasaan informasi, diantaranya adakah:

{a) Mengungkapkan panerapan GCG Of Perusabaan dan informasi penting  dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan informasi lainnyva kepada pshak lain
sesual peraturan perundang-undangan yang bierlaku secara tepat walkiu, akurat,
jelas dan obyektif;

(b} Informasd rahazia vang dipsroleh sewabtu menjabat sebagai anggota Diraksi
Perusshaan hamua tetap dirahasiakan sesual dengan peraturan  perundang-
undangan yang bariaki;
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(¢} Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituniut unfuk
menguiamakan kepentingan Pervsahsan danpada kepentingan individu dan
kalompok.

Tugas Pemberi Informasi Perusahaan adalah:

(a] Memberikan informasi yang sudah tervalidasi terkait Perusahaan kepada Pihak
Internal dan atau Eksternal Perusahaan baik dalam benfuk ksan maupun tertulis;

(b} Menjalin hubungan balk dengan Siskeholgers, media dan komunitas dengan tetap
meampertahankan kaikdah GCG yang bertujuean untul meambentuk persapsl positil
Perusahaan di mata internal dan ekstemal,

{c) Malaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Sranding positit Perusahaan
balk Internal maupun Eksternal;

{d} Menyampaikan Informasi Perusahaan kepada Pihak Eksternal setefah sebelummya
mendapatikan validasi dan evaluas dan Direktorat atau Dwisi terkait.

Fungsi yang membidangi Teknologi nformasi dan Komurikas memilik tangguag jawab
atas kehandalan keamanan sistem informasi;

Bidang-bidang di Perusahaan yang terkalt dengan Hubungan Masyarakal, hubungan
dengan kelembagaan, hubungan dengan Pemagang Obligasi sorta pubiias, hamya
dapat mengeluarkan informasi di bawah koordinasi SVP Sekretariat Perusahaan,

Satuan Pengawasan Imern memiikd anggung jawab untuk melokukan pendgawasan
terhadap efekthvitas pengelolazn informasi,

Laporan Keterbukaan Informas

Perusahaan memyusun dan menyvampaikan pelaporan secara barkala kepada Pemegang
Saham. Laporan inl sekurang-kurangnya terdiri dari;

1

Laporan Manajarman
{a) Isi Laporan Manajeman mearujuk pada ketentuan penyusunan Laporan:

(1) Ketentsan dan Pemegang Saham dengan mengutamakan painsp Rngaung ke
substansi { conciza buf gl on the condant |,

{2} Laporan Manajemen yang dimaksud di atas terdin dari;
(a) Laporan Manajeman Trawulanan;
(b} Laporan Manajemen Tahunan.
{b) Laporan Tehunan atau Annual Reoort

{1} Isi dan format dan Laporan Tahunan atau Aomual Aepord  mMenpacu sasuai
dengan kateniuan yang beslak;

(2} Laporan tabhunan waji mamuat jomiah o mpat Deesdosi - dan jumilabh kabesdiran
masing-masing anggota Direksi,
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{3} Perusahaan wajib manyampaskan hasil panilaian dan éevaluasi atas palalksanaan
Good Corporate Governance kepada RUPS dan Pemegang Sabam melalul
Laporan Tahunan;

i4) Perusahaan menyvampaikan Laporan Tahuman atau Annual Report yang
ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham
paling lambat 5 (lima) bulan seteksh tahun bula kalu berakdhir,

(5] Perusahaan menvampaikan Laporan Keberlanjutan {Sustainabiity Beport) yang
menjadi bagian dar Laporan Tahuman atau Annual Report. Laporan
Keberianjutan merupakan laporan ketaatan Perusahaan vang menunjukkan
dilaksanakannya kegiatan fanggung jawab sosial Perusahaan dan kegiatan lain
yang relevan untuk menjamin keberlanjutan Perusahaan. Isi dan format darni
Laporan Keberianjutan (Sustsinability Report) mengacu sesual dengan
ketentuan yang berlaku.

(o) Laporan Keuangan Perusahaan

Feruzahaan menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auwditor
Eksternal paling lambal 5 {lima) bulan setelah tzhun buku berakhir kepadas AUPS,
Isi dan format dari Laporan Keuangan harus mengacu kepada ketentuan peraturan
dan petundang undangan yang berlaku.

{d) Laporan Lain yang Harus Diungkapsan okeh Perusahaan

Perusahaan fetap mematuhl kewajiban  permyampaian laporan yang  bersifat
insidental maupun - sektoral yang dimintekan oleh Regulator, Pemegang Saham,
maupun pihak lain yang memiliki hak sesuai paraturan perundang-undangan yang
berlaki.

3. Eebjokan Kerahasiaan Informasi

Walaupun Perusahaan menganul prinsip transparansi dalam pengsolaan perusahasn, bukan
berarti Perusahaan fidak melindungi informasi vang bersifat rahasia mangenal Perusahaan,
Manajemen Perusahasn dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan
perundang-undangan yang berlaku. Berlkut Ind informasi Perusabaan yang dikiasifikasikan
menjadi beberapa kategon, sebagal berikut:

a)

Informas Biasa

Informasi Biasa adalah informasi vang apabila fisiknya dibuks untuk umum tdak membawsa
dompak apapun terbadap keamanan Perusahaan, Penretapan sebagai Informasi Biasa fidak
mengurang kewenangan Direksi untuk melakukan pengaturan terhadap mekanisme akses
phak-pitak yang berkepentingan terhadap Informasi Biesa tersebut. Termasuk dalam
katagor informasi Biasa adalah informasi-informasi yang mangandung esensi sebagaimana
tersebut di bawah ini, antara lain:

1) Menurut peraturan perundang-undangan wajib disediakan untuk kepentingan dan dapat
diakses obeh Pubilik;
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21 Khusus ditujukan untuk Publik, sepertl press release,

3) Tetah menjadi milik Publik, seperti Laporan Tahunan yang ditempatkan dalam wedsie
Parusahaan;

4) Prosedur dan ketentuan resmi yang harus diketahui oleh pihak-pihak di luar Perusahaan
dalam berhubungan dengan Perusahasdan.

informasi Terbatas

informasd Terbatas adalah informas: Perusahaan vang dapat diakses obeh internal
Perusahaan dan hanya dipergunakan  untuk  kepentingan internal  Perusahaan.
Pengungkapan informas terbatas yvang tdak sesual dapat mengakibatkan terganggunya
pelaksanean tungs: dan tugas Perusahaan, sepert kerugian Gnansial yvang sigrifian,
Termasuk dalam kategor Informasi Terbatas adalah informasi-informasi yang mengandung
esans sebagaimana tersebut df bawah ini, antara lain:

1) Khusus ditujukan untuk kepentingan intermal Perusahaan,

2} Berasal dari pihak di luar Perusahasan yang khusus ditujukan untuk kepantingan mlerral
Parisahaan.

Informasi Rabhasia

Informasi Rahasia adalah informasi Penusahaan yang berdaku di internal Perusahaan yang
bersifat rahasia, Informasi ini hanya diungkap pada kondisi tertentu dengan ditunjang alasan
yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang Derlaku,
Termasuk dalam kategori Informasi Rahasia adalah informasi-informasi yang mengandung
esens sebagaimana tersebut di bawah ind, antara tain;

1} Apabila diunghkapkan mengakibatkan karugian bagl Perusahaan bak secam femansial
mavpun nan-finansial;

2} Apabila diungkapkan mengakbatkan kerugian bagi pihak lain yang mamiliki keterkatan
kontraktual dengan Perusahaan;

3y Apabida diungkapkan mengakibatkan gangguan operasional Perusahaan;

4) Apabila divngkapkan mengakibatkan gangguan tentang ketertiban, kelancaran,
kesesyaian dan keseragian ingkungan kerja;

Bl Menyangkul cataton dan keterangan mengendl indivdu Pekera Perusahaan yang
bersifat sensaif:

B Belum memiliki ketetapan karena sifatnya strateqis dan sensitil.

Informasi Yaeng Belum Terklasifikasi

fmtormasi yang bekum terklasifikas adalah informasi-imtormasi lain yang berdasarkan isi, sifat

dan kondisinya belum dapat dikstegorikan datam kKasifikasi mana pun sesual dengan
Fadoman Pangalolaan Informasi,
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BAB W
PANDUAN BAGI KORPORAT

KEB1JAKAN PERLINDUNGAMN KREDITUR

Perusahaan menjunjung hak-hak para Kreditur dengan manghomnati kewaiban sasual kontrak dan
menyampaikan wiormasi yang dipedukan yang harus diungkapkan berdasarkan undang-undang,
peraturan lain yang barlaku sera besf prachioe,

1. Kebijakan Umum

a)

b

€l

d)

Perusahaan mengakui hak-hak pars Kreditur yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum
atau melaiui persetujuan bersama dan harus mendorong terfadinya kerjasama yang aktif
dalam menciptakan keberlangsungan badan usaha yang sahat secarm finanseal;

Perusahaan wajib memastikan babws sistern audit imernal vang efektd tetah dijalankan
untuk mengamin leporan kewvengan yang diaudit sudah lengkap dan benar dalam segala
segi yang material, telah disusun sesua dengan standar pelaporan yang bertak,

Perusahaan wajib memastikan transparansi dengan secara tepat waktu dan akurat serta
mengungkapkannya kepada instansi Pemerntah terkalt, sebagamana yang disyaratkan
gleh paraturan perundang-undangan, Kreditur seria Pemangku Kepentingan lainmysa;

Apabila terdapat praktik-praktik tidak sah atau tidak etis, Kregitur dapat menyampaikan
perhatiannya langsung kepada Direksi dan tindakan ini tidak merusak hak-hak maraka yang
difindungs undang-undang dan perafuran.

2, Kebiakan Terkait Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Kreditur

Dalam hal Parusahaan malakukan kesapakatan Pirgaman dan kernasama dengan Kraditur, maka
Parusahsan memiik kak dan kewsajiban antara lain sebagal barkut:

i)

Hak Perusahaan adalah:
11 Mempercleh Pinjaman sebagaimana yang tetah diperanjikan dengan Kreditur;

2] Mempercieh dafafinformasi yang berkaan dengan pinjaman  yang diperoleh
Parusahaan;

3] Maendapat layanan dan Kredilur sabagaimana yang telah diperanjikan;

4} Mangajukan keberatan parhitungan bagi hasil atau bunga Pinjaman dan provisl kepada
Kredidur serta beban-beban lainnya apabila teradi ketidaksesuatan perhitungan antara
Kraditur dan Perssahaan,

5} Memperoleh kemball dokumen asli yang dijadikan sebagal pminan/agunan Pinjamean;
&} Hal-hal lainmya yang menjadi hak Perusahaan,
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b} Kewajiban Perusahaan adalah;

1}

2)

3)

4)

B)

B)

1)

&)

9)

Melakukan pembayaran hutang pokok, bunga danfatau provisi dan beban lainnya
kepada Kreditur tepat wakiu;

Memberikan informasi secara ransparan, akurai, dan tepat wakiu baik pada saat
peEngajuan maupun penggunaan Pinjaman;

Menjaga rasio kauangan yang disepakatl dengan Kreditur serta pembatasan lainmya
yang disepakal] {(apabia ada);

Mandahulukan penvelesaizn atas segala kewajiban yang mbul darl reabsas) pinjarman
yang digunakan di atas kepentingan anak Perusahaan;

Menyampaikan aporan keuangan audifed tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan serta
laporan triwulanan palng lambat 1 (sabu) bulan sefelah tutup tahun Duku yang
bersangkutan;

Menggunakan pinkaman sesual dengan tujuan pengguna kredii yang diperjanfikan;

Memberitahukan kepada Kreditur apabda terjadi perubaban susunan Pengurus
dan/atau Pemegang Saham Perusahaan;

Memberitahukan kepada Kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham
Ferusahaan;

Menyvampaikan salinan akla perubahan Anggaran Dasar Perusahaan setap ada
perubahan;

10) Manyusun kajian penarikan pinjaman atas dasar standar tepat sasaran, tepat waktu dan

bepat Desaran,

11) Maryampaikan faklafinformas yang material kepads Kreditur,
12] Kewajiban lain yang diparanjikan.

BOARD MANUAL

Penyusunman Soarnd AMoous’ mesupakan salah satd owgud  koemitmen Perusahaan dalam
mengimplementasikan Good Corpormfe Governance (GCG) secara konsisten dalam rangka
pangedolzan Parsaroan untuk menjalankan misi dan meancapai visi yang t@lah ditetapkan,

Board Menua'yang berisi ppdoman prakiis bag Dewan Komisaris dan Direksi inl adaelah wujud dani
imptementast Komitmen carl Dewan Komisans dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan.

Dokumen inl bersifat dinamés sehingga harus dikajl secara berkala dan disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang bedaku.

Pangaluran  tentang Soard Marus! akan diatur ebib Bnjul dalam/dengan Peraturan Diralosi
PT Pelindo Multi Terminal.
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PEDOMAN KODE ETIK BISNIS

Tata Kelola Perusahaan vang Bak (GGG) menghendaki terciptanya citra dan reputasi Perusahaan
yang berakar dari, pertama adanyva etika kerja dan fata perlaku nsan Perusahaan yang sejatan
dengan visi, misi, dan nilai-ndal Perusahaan, kedua adanya efika yang dilaksanakan Perusahaan
ketika berinteraksi dengan seluruh Pemanghu kepentingan. Penerapan slandar perilaku dan etika
baik oleh insan Perusabaan maupun Perusabaan dalam berimteraksi dengan saluruh Pemangks
kepentingan merupakan fondasi bagl terjalinnya hubungan vang akan mampu meningkatikan kinerja,
meningkatkan nilai tambah, serta akan meningkatkan kepercayaan seluruh Pemangku kepentingan
kepada Perusahaan. Dengan demilian, mabka Perusahasn memilikd hubungan balk dan saling
menghargal dengan seluruh Pemangku kepentingan dan akan meningkatkan keunggulan daya
saing barkslanjutan.

Pedoman Kode Etik Bisnls [ Code OF Conglucr) merupakan salah saiu kelengkapan infrastrukiur GCG
Parusahaan dimanha pedaman atau Charfering mengatur Etika Kerja dan Tata Perilaku insan Pelindo
sarta Eiika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan dimana perusahaan wajib membual suatu
pedoman tentang perlaku dan etika (Code OF Conduct), yang pada dasarmya memuat nilai etika
barusaha dan parilaku. Melalui pedoman ini diharapkan seluruh insan Perusahaan dapat memahami
dan menerapkan efika datam menfalankan pekerjaan serla memahami dan menerapkan etika yang
ditetapkan Perusahaan dalam berbubungan dan berinferaksi dengan Insan Perusahaan dan
Pemangku Kepentingan. Melalui pedoman ini pula diharapkan seluruh Insan Perusahaan dapat
memahami standar elika yang ditetapkan Perusahaan ketika barhubungan dan Derinteraks dengan
seluruh Pemangku Kepentingan

Pengaluran ieniang Kode Ellk Bisnis akan diatur lebih lanjul dalam/dengan Peraturan Direksi
PT Pedinda Multi Terminal

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN

1. Kebigakan Lmum

a} Perusahaan wajib melaksanakan Program TJSL Perusahaan dengan memenuhi ketentuan
yang diatur dalam Paraturan Induk Perusahaan;

b} Tenggung Jewab Sosial Perusahaan merupskan baglan dar wvisl Perusahaan uniuk
memberikan nilai tambah bagi Stskeholdlers dalam rangka terciplanya sinergi yang baik,
miaju dan wmbuh bersama;

¢} Direks bertanggung @wab penuh dan Dewan Komigsarks melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Program TJSL Perusahaan,

di Direks membentuk Komite TJSL untuk melakukan pemetazn dan penyusunan Program
TlSL;

g Program TJSL dilaksanakan dengan menerapkan prinsip terntegrasi, teramsh, terukur
darmpaknya dan akuntabilltas,
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f1  Progrem TJSL dilsksanakan berdasarkan pilar wtama yaiu sosial, leghungan, ekonomi dan

hukum

2. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tujuan dan pelaksanaan dari Tanggung Jawab Sosial dan Ungkungan Perusahaan adalah
sebagai berikul;

a)

o)

(]

Memberikan kemanfaatan  bagi pambangunan  ekonomi,  pembangunan sosial,
pembangunan ingkungan serta pembangunan hukum dan Bta kelola bagi Perusahaan;

Memberikan kontribusi pada penciptaan nilal tambah bagl Perusahaan dengan prinsip yang
terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;

Mambina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih fangguh dan mandirl sarta masyarakat
sekitar Parusahaan,

Kabijakan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perusahaan menyusun program pelaksanaan Tanggung Jewab Sosial dan  Lingkungan
Perusahaan dengan mempearhatikan hal-hal sebagai bernkut

a) Pmgram TJSL diéakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan

b)

pencapaian kebarhasian serta pangelclaan dampak Program TJSL sesuai dengan prioritas
danfatau pencapakan dar tujuan program TJSL vang berpedoman pada rencana ke,

Program TJSL sebagaimana dimaksud pada buruf a di atas mealiputi tahapan:
1} Perencanaan;

1) Pelaksanaan;

i) Pengawasan; dan

4] Pelaporan,

E. LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Kebijakan Umum

a)

k)

Direksi wajilb memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serla fasilitas Perusahaan lainnya,
mamanuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan
kerfa seria pelestarian lingkungan,

Melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesahatan Kerja (SMK3) sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berdaku secarm konsisten delam upaya
membarikan perindungan optimal dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan
kasshatan Pakerja;

Perusahaan memiliki komitmen dalam rangka perbaikan berkelanjutan atas bearbagai
infrasirukiur yang barkaitan dengan SMEE;
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Maenyartakan partisipasl Pekerja Perusahaan sebagal bagean dan upaya peningkaian
pelaksanaan kesahatan dan kaselamatan karga

2. HKesslamatan Kerja

Perusahaan menstapkan Standar Keselamatan Kerja sesual dengan peraturan parundarig-
undangan yang berlaky dengan memperhatikan hal-hal sebagal berikut;

a)

&)

)

d}

a)

fl
o)

Menjamin ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja yang dibutuhkan sesual dengan
standar keselamatan kerja yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Medakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus monerus terhadap perkombancan
teknologi keselamatan kerja;

Meangutamakan tindakan yang bersifal promotil dan preventll untuk mengantisipasi siluasi
keadaan darurat,

Malakukan pemeriksaan, inspeksl dan ovaluasi secara berkala terhadap semus sarana
termasuk  persyaretan-persyaratan S0DM,  peralatan dan sistem proleks  pada
gedung/bangunan untuk mencegah dan meminimalisir potensi bahava keselamatan kerja;

Melaksanakan program pelatihan dan keahlian yang diperukan dalam melaksanakan tugas
yang ditakukan;

Melakukan pelatinan penanggulangan keadaan darurat secara berkala;

Melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistern Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) dan meningkatkan kompetensi yang diperiukan Pekerja termasuk midra kerja.

3. Kesshatan Kera

Parusahaan menetapkan peran aktif dan setap Pekarja Parusahaan dalam upaya memnaga
kosehatan Pekerja Perusahaan dan kesshatan lingkungan Kerja, dengan Cara:

al

b)

c

Menyediakan rumah sakit (ditunjuk) Perusshaan bagi Pekeria;

Manyediakan program rmeodcal check-up kepada Pesana Secara penodik Sesusd Tugas yand
dilakukan,

Melakikan pemantauan dan pengukuran kesehatan ingkungan kerja.

4. Perlindungan Lingkungan
Parusahaan memperhatikan aspek lingkungan kera Perusahaan dengan cara sabagal berikut:

a)
b}

€

dj

Men@aga kebestarian ingkungan;
Menaat peraiuran perundang-undangan dan standar pengalolaan lingsungarn;

Melakukan pangelclaan inghungan sesusl dengan standar pengelolaan lingkungan dan
peraturan yang beraku;

Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang lens menerus;
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e) Melakukan lindakan yvang bersifat promofif dan preventif untuk mengantspas keadaan
darurat;

fi  Meizkukan pemeriksaan dan evalvasi sacara berkala tarhadap semus sarang yang berada
di sekitar palabuhan dan kantor Perusahaan,

gl Meningkatkan wawasan meangenai ingkungan hdup bagi semua Insan Perusanaan dan
Mitra Karja secara barkala;

hj Melakukan penvesuaian dan perbaikan ferus menerus untuk mencapai kualitas sesuai
standar internasional,

PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN

Tata Kedola Perusahaan yvang Baik (GCG) menghendaki adanya sistem, strukiur, dan mekanisme
yang mengatur hubungan antara Perusahaan dan anak perusahaan serta antar anak perusahaan
atau yang disebut sebagal Subsidiary Governance, Subsidiary Governance merupaken pedoman
atau charfer yang disusun oleh Perusahaan sebagai manifesiasi kepemiikan saham mayoritas dan
pangendalian secara proper dan orudence.

Pangendalian secara proper dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam
swbsifary governance didesarkan pada keteniuvan dan perundang-undangan yang berlaku dan
disgtujul serta ditetapkan melalul RAUPS Anak Perusahaan. Pengendalkan secara pradence
dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam subsidangy governance bariandaskan
pada pringip kehali-hatian uniuk menjaga kredibilitas Perusahaan,

1. Primsip Dasar

Dalam rangka membangun sstem, strukbur dan mekanisme hubungan antar entites dalam grug,
terdapat beberapa prinsip dasar yang akan menjadi pedoman dan menjiwai setiap kebfakan,
pangambilan keputusan dan inleraksi antar entitas. Prinsip=prinsip dasar tersabul berakar dari
hubungan kornporasi yang menandaskan babwa Anak Perusahaan merupakan entitas terpisah
dan mandiri {separate fegal entiy), Prinsip dasar dalam hubungan korporasi adalah sebagai
barikut:

al Perusahaan memastikan bahwa kebjakan Tata Kelola Perusahaan vang Balk beraku bagi

entitas anak dan entitas pengendal;

b) Semua kebijakan Perusahaan yang akan diberdakukan pada Anak Perusahaan afau rancana
kegiatan unil kerja Perusahaan yvang akan diakukan pada Anak Perusahaan hamus teriebib
dahulu mendapatkan persetujuan/penstapan dari RUPS Anak Parusahaan,

e} Hubungan korporasi antara Perusahaan dan Anak Paerusahaan serta antar Anak Peresahaan
mengutamakan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan sabagas sebuah grup, dengan
didasarkan atas prinsip sinecgi guna mancapail hasil yvang terbaik untuk Perusabhaan sarta
Anak Perusahaarn;
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Anak Perusahaan dibentuk dengan fujuan agar mampu mandini dan memilikd kelefuasaan
| foksibiftas) dalam memalankan bidang usaha serta memanfaalkan sumber dayva vang
dimilid sedemikian sehingga dimungkinkan untuk meraih pencapaian atau kinerja usaha
vang oplimal dengan mempertimbangkan keunggulan daya saing serta keterbatasan yang
hmilik Perssabaan. Perusahaan berupaya manghindari kebifakan yang dapat menghambat
ketoluasaan dan fleksibiitas Anak Perusahaan dalam upaya menciptakan nila (valee
creation) vang akan berkontribusl bagi sinergl dan nikal ambah grup;

Perusahaan dan Anak Perusahaan akan bedindak berdasarkan praktik-praktik terbaik pada
industri yang terkait, dengan mematuhi seluruh perafuran  perundang-urdandgan yandg
berlaku, Anggaran Dasar Pelindo serla Sub Holding dany afau Anak Perusahaan, serta
mamanuhi persyaralan-persyaratan dan pihak eksiemal dan Pemangku kepentingan Einnya
yardy dapatl berpengaruh kepada operasi dan reputasi Perusahaan dan Anak Perusahaan;

FPerusahaan memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penggabungan, pengambilaihan,
peleburan, pemisahan, pembubaran, lkuidas, dan transaksi uar biasa yang substansial
uruk memastikan transaks berjadi secara transparan dan alam kondisi yang wajar sara
malindungl hak semua pemegang saham sasual dengan kelasnya,

2. Komunikas! dengan Anak Perusahaan

aj

o)

cl

Protokol Komundkasi merupakan suatu pola komunikasi vang dapat dilakukan Perusahaan
terhadap Anak Perusahaan dalam ramgka melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi dengan
ujuan menjaga dinamika organisasi sehingga wjuan strategis dapat ercapal,

momunikas dapat difakukan dengan cara penyampaian laporan dan/atau pertukaran data,
informasi dan date pandukungnya, antara lain:

1} Rapal Umum Pamegang Saham |RUPS);
2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLEB);

3} Swurat resmi kedinasan Perusahaan dalam hubungan antara Pemegang Sabam dengan
Anak Perusahaan;

4) Forum Koordinast Internal di Lingkungan grup PT Pelindo Multi Terminal;
51 Rapat Konsultas! internal di Lingkungan grup PT Pelindo Multi Terminal;
B Rapat-rapat kinnya di Ungkungan grup PT Pelindo Mulh Tenminal j.
Komunikasi tersebut didokumentasikan sacara teriulis.

Pengaturan tentang Hubungan Perusahaanm dengan Anak Perusahazan akan diatur ebib Enjut
dalam/dangan Peraturan DiEaksi PT Palindo Multi Terminal,
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G. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKL KEPENTINGAN

1. Hebijgkan Umum

a)

b

c)

Perusahaan harus menghormati bak pemanghkue  kepentingan  pamssahaan  termasuk
pemangku  kepentingan yang Gmbul berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-
undangan dan/atau perfanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karvawan, pelanggan,
pemmasok, dan keditur serla masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan;

Pengelolaan Staketoiders diarahkan pada kepentingan bisnis Perusahaan dengan
miamperhatikan mngoung jaswab sosisl Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan
fingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghangal (mwles! respech
sehingga tercapal keseimbangan dan keharmonisan antara:

1} Aspek bisnis yang berorentasi pada penciptaan nilai (velve creafion) dan kepuasan
Falanggan;

2) Aapek sosial yang memangkot aspek etika usaha dan anggung jEwab  sosial

Poarusahaan, kondisi kesehatan dan kesslamatan sera keseahteraan Pakerja dan
aspek =osial kemasyarakatan,

3) Aspek lngkungan Yyang mengarahkan Perusahaan untuk memperhatikan aspek
kelastaran dan kesemmbangan lingkungan hidup disekitar unit operas/fapangan udsaha,

Pengalolaan Sizkeioidens didasarkan prinsip-prinsip GOG, yaitu transparansi, akuntabilitas,
rasponsibifitas, kermandirian dan kewagaran,

2. Hubungan Perusahean dangan Pemanghku kepantingan

a)

Pekerja

Perusahaan membina hubungan yvang baik, harmonis, efekiil dan saling menguntungkan
dengan Pekera Keterfuan yang mengatur pola hubungan antara Perusahaan dengan
Pekerja maupun antar sesama Pekarja dicantumkan dalam PKB, Peraturan Perusahaan dan
Pedoman Kode Etik Bisnis.

Perusahaan membangun hubungan dengan Pekerja melalui sistem komunikasi 2 (dua) arah
yang bebas, terbuka dan berlanggung jawab. Perusshaasn mengusahakan lingkungan kera
yang kondusif, termasuk kesshatan kerja dan keselamatan kara agar setiap Pekerja dapat
bekerja secara produktif serta bebas darl segals bentuk tekanan dan pelecehan yang
rreuirigkin bmbul sebadal akibal dan perbedasn yang antars Bin perjedsan kepridadan dan
latar belakang kebudayaan,

Parusahaan menetapkan remunerasl, membearikan pelatinan, meneniukan persyaratan kerja
secara obyekiif, tanpa membedakan suku, asal-usul, jenis kalamin dan agama. Perusahaan
manerapkan kesgmpatan kerja berdasarkan kecakapan dan tidak melakukan diskriminasi
jenis kelamin, sukufras serta agama. Kesempatan uniuk mengembangkan dirl dberkan
secara adi! bagl setiap Pekeria.
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Perusahaan meamastikan tersediamea informass yang periu diketahwi olah Pekerja medalui
sistern komunikas vang berjakan balk dan tepat wakiu

Instans Pamarintah Terkail

13 Perusahaan mengembangkan kebdakan memeihara hebungan baik dan komunikasi
secara efektif dengan seliap Lembaga Megara [baik pusat dan daerah) vang memiliki
wewenang terkait dengan operasi Perusahaan dalam batas toleransi  yang
diperbolehkan oleh hukum;

21 Jamuan terhadap Lembaga Negara boleh deakukan daktam batas kewagaran;

3) Sefiap hubungan dengan Lembaga Megara harus dipalihara sebagai hubungan yang
bersifat obyektif dan wajar berdasarkan efika perlaku bisnis, ketentvan Anggaran Dasar
dan perateran perundang-undangan yang berlaku,

BUMMN Lain

Hubungan Perusabaan dengan perusahaan lain dapal dilakukan melalui mekanisme
restrukturisasi dan/atau revitalisasi, investasi, pengelolaan aset maupun sebagal Mitra
Bisnis/Rekanan.

Hubungan ftersebut didasarkan pada profesionaiisme, keparcayaan, kejujuran serta
mengedepankan prinsip-prinsip GOG. Pelaksanaan tugas/kegiatan Perusahaan vang
medibatkan kerpsama dengan perusabman lain dilskokan dengan memabohi kebtentuan
anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Calon dan/atay Imestor Parusahaan

Calon danfatau Invesior Perusahaan adalah pihak orang pargrangan atau berbadan hukum
baik dakam ataupun lear negen yang akan dan/fatau telab melakukan sustu imestas: (bentuk
penanaman modal sesual dongan jenis imestasi yvang dipilihmya) baik datarm jangka pondek
atau jangka panfang.

Rakanan

Dalam proses pemiliban Rekanan yang artara lam terdiri dan Konsultan, Penyeda Barang
dan Jasa dilakukan sesual prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan
wajar, ahuntabel serta kepatuban pada paraturan perundang-undangan.,

Mitra Parusahaan

Mitra Peresahaan adakah pihak yang menjain hubungan hukum melalu kesepakatan teriulis
dalam hal pembentukan antitas bare Perusahaan;

1} Persarpan dalam berinteraksi dengan Mitra Perusahaan antara lain dengan Pemasok,
Distributor, Calon dan/atau Investor Perusahaan dan pihak lain yang melakukan
transaksi usaha dengan Perusahaan senantasa menglin hubungan Baik didassrkan
atas dasar profeskonalisme, saling percaya, kejujuran, saling menghormab seda
member kesempatan yang sama dalam mempearoleh informas yang relevan sohingga
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masging-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil
dan wajar;
Datam menjalin hubungan entara Perusahaan dengan para Mitra, seluruh pshak

berkewajipan untuk merahasiakan informasi dan medindungi kepentingan masing-
masing pihak;

Dalam melaksanakan hubungan dengan para Mira, Perusabaan  senantiasa
menpedepankan prinsip-prinsip sebagal berkut:

(a} Barsaing sacara sehat, yang berarll pengadaan barang dan jasa harus dilakukan
melalul seleksl dan persaingan yang sehal dengan memberikan perakuan yang
sefara terhadap semua calon Mitra Perusahaan yang memenuhd syarat/kriteria yang
ditetapkan;

{b) Transparansi, yang berarti semua katenfuan dan informasi manganai pengadaan
barang dan |asa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasl serta hasil
evaluas disampaikan kepada calon Midra Perussahaan yvang akan melakuksan bisnis
oengan Perusahaan,

(o) Adil dan bdak disknminatl, yang berarh memberikan parlakuan yang sama bagi
semua calon Mira Bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk
mamibarkan keuntungan kepada pihak tedeniu dengan cara apapgun.

g9) Masyarakat

h}

1)

d)

Hubungan yang hanmonis dengan Masyarakat sekitar dan pelestaran lingkurgan hidup
paru  dikedola dengan baik. Perusahaan  berkomiliman  untuk berparan  dalam
pengembangan Masyarakat sekitar dan pelestarian fingkungan hidup melalui Program
Tanggung Jawab Sosial dl Bngkungan Perusahsan;

Perusahaan senantiasa berupaya unfuk meningkatkan kesojahteraan Masyarakal dan
menjaga pelestarian lingkungan hidup di mana Perusahaan menjalankan operasing.
Parusahaan mengusahakan agar dapat tumbub dan berkembang bersama Masyarakat
sEkitar, lenutama pengusaha kecil dan koparasi;

Kebijakan wvang berkaitan dengan tanggung @awab sosial tersebut diatur calam
Kebgakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tersendirl.

Pelanggan

Pelanggan adalah pengguna jasa berbadan hukumyperorangan yang menggunakan [asa
serta fasilitas pelabuban yang dimililki oleh Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha di
pelabuhan, Jenis Pelanggan terdie dan: Pemilik Barang,/Canpo Owner, Perusahaan Bongéar
Muat (PEM), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMEL) atau Sredgf’ Forvardier, Perusahaan
Pelayaran/ Shipming Line atau Agen Pelayaran Siveoing Agent.

Perssahaan senantiasa berorieniasi kepsda Peianggan dengan memahami keinginan
dan harapan fiap segman Peanggan dan produk sang dibasilan oleh Perusahaan.
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Strategi dan penontuan sasaran program didasarkan atas keinginan dan harapan
Pelanggan, dan segala upaya dilakubkan uniulk memenuhi kainginan Felanggan tersebut;

2) Perusahaan mengtapkan dan menerapkan komunikasi yang efekdif kepada Pelanggan
yang barkatan dengan informasi produk, penanganan transaksl, serla feecback dan
keluhan Pelanggan, Perusahazn beranggung [awab atas kualitas produk vang
dihasilkan kepada para Pelanggannya.

il Pemanghu Kepentingan Lain

Salain unsur-unsur Pemangku Kepentingan sebagaimana diuralkan diatas, Perusahaan
perle mambanguen dan meangembangkan komunikasi yang baik dan berlandaskan pada
profesionalisme dan safing menghormati dengan Pemangku Kepentingan lain yang
miempunyai hubungan bukem dengan Perusahasan.,

H. LAPORAN HARATA DAN KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

1. Wajib Lapor LHKPN
Ferusahaan menstaphan Wajib Lapor LHPHEN sebagai bankut:
a) Direks dan Dewan Komisaris PT Pelindo Multi Terminal;
b} Pejabat strukiural Perasaiasn;

¢} Pekera Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi, Dewan Komisans dan Pejabat
Strubtural pada Anak Perusshaan, Perusahaan Afiliasi maupun Perusahaan Terafiliasi.

Anggota Direksl, anggota Dewan Komisaris dan pejabat tertentu perusahaan yang ditunjuk oleh
Direksl, wajib menyampaikan laporan hara kekayaan sesuai dengan ketantuan peraturan
perundangundangan. Kewajiban LHKPHN juga diberdakukan bagi Direksi, Dewan Komisars serta
Pejabat Struktural pada Perusahaan, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan Perusahaan
Terallas! yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Seham (RUPS) masing — masing
parusahaan atas mekanisme @innya sesual ketentuan berlakis.

2. HKetantuan Penyampaian LHEPMN

Permampaian LHEPHN dilakukan dengan ketermtuan sebagai berikout:

a) Direksi, Dewan Komisars, pejabat Struktural dan Pekerja Perusahaan yang ditugaskan
sebagai Direksi, Dewan Komisars dan Pejabal Struktural pada Anak Perusahaan, Cucu
Panisahaan maupun Perusahaan Terafiiasi yang baru diangkat, diangkat kermbas atau
masa jabatannya telah berakhir, wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 {liga) butan
terhitung sejak pengangkatan, pengangkatan kembali atau berakhirmya jabatan bersabaut;

bl Penyampalan LHKPN difakukan secara periodik setiap 1 {saiu) tahun sekal atlas harta
kakayaan per tanggal 31 Desember tahun laporam,

¢ Pemyampalan LHEKPN sebagaimana huruf b di atas disampaikan dalaem jangka wakiu paling
lembat tanggal 31 Maral pada tahun bankuinya.
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Pengaturan tentang LHEKPN akan diatur lebih lanjut dalam/dengan Paeraturan Direksi PT Pelindo
Multi Terminal,

WHISTLERL OWIMG SYETEM

Perusahaan wajib menyelenggarakan sistem pelaporan palanggaran | Whistfeblowing SysfemyWBS)
yang disebut dangan Pelindo Barsih. Direkiur Utama bertanggungiawab terhadap penyelenggarsan
WES di Perusahaan yvang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Pengelola WBS. Sistem
pelaporan pelanggaran Parusahaan mamiiki dan menarapkan serangkaian makan:smd yang jelas,
epatl, dan lerpadu unluk menangani pengaduean baik dari pihak internal yaitu Pekerja dan
Managmen ataupun dari pihak ekstermal yaitu Mitra Bisnis Perusahaan.

1. Pangelolaan Pelindo Barsih
@) Pelindo Bersih dikelola cleh sebuah tim, yaitu Komite Palindo Barsih;
b} Komite Pelindo Bersih memilki lugas diantaranya sebagal berikut:

1} Membahas dan memberikan rekomendas) untuk tindak lanjut atas laporan dugaan
pelanggaran yang masuk dalam sakuran Bhisiebosing Sysient |

2} Malakukan rapat imfernal Komite Pedndo Bersih minimal 1 {satu) kali dalam sefap 3
itiga) bufen dan stau saetiap terdapat laporan dugaan pelanggaran  melalui
Whistlobiowing System ;

3] Melakukan pengawasan terhadap independens dan  efeklifitas  pelaksanaan
Wihistairowing Sysiem Perusahaan;

4) Melaporkan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada Direksi,
Dawan Komigans dan Pemaegang Saham secara perodik satiap semester, pading lamiat
1 {satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.

2. Saluran Pelaporan Pelindo Bersih

a} Pamm Whistsbower yang mengindikasikan adanya petanggaran oleh Insan Perusahaan
dapat melaporkannya secara langsung mefsls saluran-saluran yang telah disediakan
Parusahaan barupa telepon, faksimili, SMS, Whatsaag, amail, wedsie dan alsmal surat;

b Pengaiuran tentang Whistiebowing Spsfenr akan distur lebah lanjut dalam/dengan Paratusan
Direksi PT Palindo Mulll Termimal,

J.o ANTI KECURANGAN (FRALY

Dalam rangkas mencegah teradinya kasus-kasus pemympangan dan pelanggaran terhadap
ketertuan, kKhususmya Feed vang dapat menyebabkan banvak kerugian maka diperiukan
peningkatan efektivitas pengendalian intern, sebagal upaya meminimalkan risiko Frawd dengan cara
manerapkan strategi anti Fraud
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Strategi anti FAecd’ merupakan wejud komitmen manapaman perusabaan dalam mengendalican
Fravd yang diterapkan datam bentuk sistem pengendalian Frawg Strategi ini menuntut manajamen
untuk mengoptimalkan sumber dava vang ada agar sistem  pengendalian  Frand  dapat
dimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan,

Sebagai implementas antl kecurangan [Favd), Direksi menetapkan keb§akan dan prakiik antl
pencucian wang dan pendanaan terorisme, anti suap, anfikorupsi, artikecurangan [antifraud],
keteriibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internassonal. Pengaturan
tentang anti Frawd akan distur lebih lanjut datam/dengan Paraturan Direksi PT Pelindo Multi
Termmirnal,

BENTURAN KEPENTINGAN

Banturan Kepentingan adalah siuasd dimana seorang Insan Perusahaan yang mendapatkan
kekuazaan dan kewenangan bardasarkan kelentuan perusahaan memiliki atae dduga mesniliki
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinyg sehingga dapat
mamipangarubi Kualitas dan kinerja yang seharnisnya

Beberapa kabijakan umum terkait bentursn kepentingan di wilsyah Kena Parusahaan, yaitue:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksl, organ Dewan Homisarlis dan Insan Perusahaan dilarang
memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak kain yang dapat
merugikan atau mengurangl keuntungan Perusahaan;,

2. Anggota Dewan Komisarks, Direks, organ Dewan Komisans dan Iinsan Perusahean dilarang
mangambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dar kegiatan
Perusahaan sefain penghasilan yang sah;

3. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisars, Direksi, organ Dewan
Homisaris dan Insan Perusahaan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan
Porusahaan atau mengurang keuntungan Perusahasn dan wagbh mengungkapkan Beniuran
Kepentingan dalam sefiap keputusan.

Perusahaan memiliki komitmen uniuk senantiasa menghindar {erjadinya Benturan Kepentingan
wang dapat merugikan. Pengaturan tentang benturan kepentingan akan diatur labh  lanjut
dalam/dengan Peraturan Dirgksi PT Pokndo Multi Terminal,
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PENUTUP

Degmikian padoman inl disusun  wentuk Gjadikan acuan poperapan prinsip-prinsp Good Gorporale
Governance (GOG) di ingkungan PT Pelindo Multi Terminal. Dawan Komisars dan Direksi Parusahaan

berkomitmen untuk menjadankan pelaksanaan pengawasan dan pengurusan Perusanaan berdasarkan
Badoman GCG PT Pedindo Mulh Terminal,

Pedoman ini akan dimutakhirkan dalam 3 (bga) tahun sekab dan atau jika terdapat perubahan Anggaran

Dasar dan/atau ketentuan peraivran perundang-undangan yang mempengaruhi sl atau kebarlakuan
pedoman Ini.

KOMISARIS UTAMS, IREKTUHR UTAMA
PT PELINDO MULTI TERMINAL PT PELINDO MULT] TERMIMNAL
/’_/ i
DARWANTO N IRA i‘
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